DAF TAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

UMUM APARATUR
SURAT MASUK (Revisi, April 2020) -
SURAT KELUAR (Revisi, Januari 2020)
KENAIKAN PANGKAT REGULER (Revisi Januari 2020)
KENAIKAN GAJI BERKALA GOLONGAN V/as.d. IlI/b
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
KENAIKAN GAJI BERKALA GOLONGAN 11l/c s.d. IV/c
CUTI TAHUNAN (Revisi, Januari 2020) o
PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
TANDA KEHORMATAN SATYA LENCANA KARYA SATYA
10. UJIAN DINAS
11. USUL MUTASI (Revist, J anuari 2020)
12. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
13. BEZZETING FORMASI
14. PEMBUATAN LP2P

00NN W

RENJA MONEV

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS

'PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD DAN LKPJ

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA) ’
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

QLA LN

'KEUANGAN DAN ASET
PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) FUNGSIONAL (revisi Januari)
PENYUSUNAN LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) (Revisi J anuan)
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA (Revisi Januari)
PENGAJUAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN LANGSUNG (SPM-LS) BARANG/JASA (Rev131 J anuarl)
PENGAJUAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP/SPM-LS) GAIJI PEGAWAI (Revisi
Januari) -
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM-TU) (Rev151
Januari)
7. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UAN G
- (SPP/SPM-GU) (Revisi Januari) '
PENYUSUNAN PENERIMAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH (Rev1s1 J anuan)
PENYUSUNAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS (Revisi Januari)
0. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA
~ KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMD) (Revisi Januari) S
11. PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH (RTBMD) DAN RENCANA TAHUNAN
. PEMELTHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKTPBMD) (Revisi Januari) :
- 12. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS (Revisi J. anuan) '
13. PENYUSUNAN HARGA SATUAN UMUM (HSU) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
SKPD (Revisi Januari)
14. PENGELOLAAN DAN INVENTARISASI ASET DAERAH SKPD (Rews1 Januari)

R SN

&

= o,

PELAYANAN PUBLIK

1. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2. PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

3. PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK -

4.  FASILITASI SENGKETA INFORMASI

5. PENGELOLAAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK |

6. PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS (Baru, Februan 2020)
TEKNIS BIDANG |

1. MONITORING DAN PENGAMBILAN SAMPEL RESIDU

2. PENILAIAN/AUDIT CBIB (Revisi, April 2020)

3. PENILAIAN/AUDIT CPIB (Revisi, April 2020)

4. PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA (SIUP) (Revisi, Agustus 2020)

é - PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS SIPI ANDON ( SIPUPI ) (Revisi, Agustus 2020)

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN SIPI (Rev151 Agﬁstus 2020) '

N
i



7.
8.
9
1

0.

CEK FISIK KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN (Baru, Januari 2020)

PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN (Baru, Februari 2020)

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN SIKPI (Baru, Agustus 2020)
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (Baru, Agustus 2020)

11. PENERBITAN REKOMENDASI IZIN LOKASI PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU—PULAU

KECIL (SILPWP3K) (Baru, Agustus 2020)

12. PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL (SIPPWP3K) (Baru Agustus 2020)

UPT PELABUHAN

VRN WD =

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) : o
PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN :

PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN

- PELAYANAN FLOATING REPAIR

MASUK PELABUHAN PERIKANAN SECURITY DAN KEAMANAN ASET
KEBERSIHAN LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN

- JASA PENGADAAN AIR BERSIH

PAS MASUK PELABUHAN HARIAN

PAS MASUK PELABUHAN PERIKANAN BERLANGGANAN

PENUMPUKAN BARANG

SEWA LAHAN (TANAH) DAN BANGUNAN'

PENGGUNAAN CRANE HOUSE DAN CRANE BERODA

INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN

PELAYANAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

PELAYANAN PENGAWASAN MUTU ,

PERMOHONAN REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI SECARA ONLINE (Baru, Juni 2020)
PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TERTENTU SECARA ONLINE (Baru, Juni 2020) |
PELAYANAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINY AK (BBM) TERTENTU SECARA ONLINE DI
LEMBAGA PENYALUR (Baru, Juni 2020)

UPT PBAPL

NN =

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)
PENJUALAN IKAN A

PENYEDIAAN INDUK IKAN/UDANG

PENYEDIAAN BENIH/BENUR

FASILITASI MAGANG

- PENYEDIAAN HASIL UJI LABORATORIUM
- PENERBITAN SERTIFIKAT MAGANG

- UPT PMHP

WPNS AW

- VALIDASI DAN VERIFIKASI METODE PENGUIJIAN
- PENGUIJIAN UJI PROFIENSI

MEMBRAN FILTER ESCHERIA COLI

MIKROBIOLOGI SAMPEL UMUM

PENGUIJIAN LISTERIA

PENERIMAAN SAMPLE UJI

MEMBRAN FILTER COLIFORM

BIDANG PENGUIJIAN MEMBRAN FILTER (KUALITAS AIR INTERCOCCI INTESTINAL)
PENGUJIAN MIKROBIOLOGI COLIFORM

PENGUIJIAN FISIKA (BOBOT TUNTAS) , ' R
UJI SUHU PUSAT IKAN , | o S
PENGUJIAN ORGANOLEPTIK ’ IR o
PENGUJIAN MIKROBIOLOGI STAPYLOCOCCUS AUREUS

PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SALMONELLA

PENGUJIAN VIBRIO CHOLERAE (METODE CEMWEL)

PENGUJIAN MIKROBIOLOGI VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS

PENGUJIAN MIKROBIOLOGI ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT)

PENGUJIAN MIKROBIOLOGI ESCHERIA COLI

PENGUIJIAN SERAT KASAR -

PENGUIJIAN BORAKS



21.
2.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30,
31.
32.

PENGUIJIAN RESIDU ANTIBIOTIK AOZ

PENGUJIAN RESIDU ANTIBIOTIK AMOZ
PENGUIJIAN KADAR GARAM '

PENGUIJIAN FORMALIN

PENGUIJIAN RESIDU ANTIBIOTIK CHLORAMPHENICOL (CAP)
PENGUJIAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) '
PENGUJIAN KADAR LOGAM BERAT MERKURI (Hg)
PENGUJIAN KADAR LOGAM BERAT KADMIUM (Cd)
PENGUJIAN KADAR PROTEIN -~

PENGUJIAN KADAR LEMAK TOTAL

PENGUJIAN KADAR AIR

PENGUIJIAN KADAR ABU . .

Total 110 SOP

Kelautan dan Penkanan
Provm lKallmantan arat

* Ir. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda

'NIP. 19680725 199303 2 043




Nomor SOP 800 / 006 /DKP-Sekr. 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019

Tanggal Revisi 2. April 2020 \ \
Tanggal Efektif 2 April 2020 \

Disahkan oleh : Kepala Dinas Rxlautan dan Peljkanan

-AERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 00%

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Judul SOP ) SURAT MASUK

Dasar Hukum

T

Kualifikasi pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi kalimantan Barat

1 Berpendidikan minimal SLTA
2 Memahami Peraturan tentang Kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- Tata Naskah Dinas

- Cap kantor/ Stempel

- Buku Agenda, Surat masuk
- Lembar Disposisi

- Buku Ekspedisi

- Lembar Pengantar Surat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Jika tidak diagendakan, maka surat hilang yang memeriukan tanggapan sulit ditelusuri




SOP SURAT MASUK

PELAKSANA

2

7 9
Menerima Surat/berkas, memberi kartu kendali dan Buku Agenda/ lembar | 10 menit| Surat/ berkas
mencatat pada buku agenda surat masuk, surat disposisi, Surat/Berkas masuk
masuk dipilah, jika Surat masuk berupa pelayanan Masuk
perizinan maka langsung didistribusikan ke Bidang.
Jika bukan pelayanan perizinan, maka dinaikkan ke
Kadis
Mendisposisikan Surat/Berkas Surat masuk, ringkasan{ 3 Jam Disposisi Surat
— resume surat, lembar
disposisi
Surat yang telah didisposi oleh kepala Dinas dicatat Surat masuk, ringkasan| 15 menit | Surat masuk yang

kembali dibuku agenda surat masuk sesuai disposisi
selanjutnya didistribusikan ke sekretariat dan bidang-
bidang sesuai disposisi Kadis, dan lembar copy
disposisi disimpan sebagai arsip

resume surat, lembar
disposisi

telah didisposisi




Nomor SOP 800 / 007 /DKP-Sekr. 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019

Tanggal Revisi 43 Januari 2020\ \

Tanggal Efektif 13 Januari 2020 \ \

Disahkan oleh , Kepala DiRas Kelautan dan¥erikanan .

RTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Mugda
NIP. 19680725 199303 2 0p3

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Judul SOP SURAT KELUAR J

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi kalimantan Barat

1 Berpendidikan minimal SLTA
2 Memahami Peraturan tentang Kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- Tata Naskah Dinas

- Cap kantor/ Stempel

- Buku Agenda, Surat masuk
- Lembar Disposisi

Buku Ekspedisi

Lembar Pengantar Surat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Jika tidak diagendakan, maka surat yang hilang sulit ditelusuri




SOP SURAT KELUAR

PELAKSAN

2 3 4 5 9
Membuat konsep surat keluar/surat tanggapan 2 jam Draft Konsep
sesuai tata naskah dinas - ~ Surat Keluar
Mengetik surat yang telah dikonsep v Konsep Surat Keluar 1 jam Konsep Surat
Kasubbag/Kasi/Kabid Keluar
/]
Mengoreksi surat yang sudah diketik, kemudian \ Konsep Surat Keluar | 30 menit| Konsep Surat
diparaf dan dinaikkan ke sekretaris ‘ Keluar
Mengoreksi surat yang telah diparaf Konsep Surat Keluar 1jam Konsep Surat
Kasubbag/Kasi/Kabid yang disesuaikan dengan tata q Keluar
naskah dinas dan memaraf surat jika sudah sesuai -
(] |
Mengoreksi dan menandatangani konsep surat Konsep Surat Keluar | 2 jam Surat Keluar
keluar
Memberi nomor, tanggal surat serta stempel pada Surat Keluar, Buku 1,5 jam

surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas,
selanjutnya surat dikirim sesuai tujuan, satu lembar
untuk arsip bidang yang bersangkutan.

ekspedisi




Nomor SOP 800 / 008 /DKP-Sekr. 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019

Tanggal Revisi 13 Januari 2020\ \

Tanggal Efektif 13 Januari 2020 \\ : \

Disahkan oleh Kepala Din rikanan °

. HERTI HERAWATI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

J
Judul SOP KENAIKAN PANGKAT REGULER

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1 Berpendidikan minimal SLTA/sederajat
2 Memahami Peraturan tentang Kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- SOP Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Daftar Urut Kepangkatan

- Komputer /Note Book

- Printer

- Buku Pengamatan Pegawai / buku jaga /DUK
- Berkas usulan / persyaratan kenaikan pangkat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila tidak dilakukan akan tertunda kenaikan pangkat
- Dapat berpengaruh pada kenaikan gaji

- Data Kepegawaian




SOP KENAIKAN PANGKAT REGULER

yang bersangkutan dan foto copy SK sebanyak 3
rangkap  kepada = Bendaharawan .= gaji = untuk
penyesuaian gaji dan 'kepada yang bersangkutan.

Kalimantan Barat

2 9
Mengamati buku pengamatan pegawai/buku jaga - Buku pengamatan 6 hari Data pegawai
untuk mengetahui pegawai yang akan naik pangkat; pegawai/buku - yang akan naik
Menginformasikan kepada pegawai yang jaga/DUK, SK pangkat pangkat, Berkas
bersangkutan untuk melengkapi berkas yang terakhir, SKP 2 tahun usulan
dibutuhkan untuk persyaratan kenaikan pangkat; terakhir, ijazah, persyaratan
Menyiapkan berkas persyaratan untuk kenaikan sertifikat tanda lulus . kenaikan pangkat
pangkat pegawai yang akan naik pangkat serta ujian dinas o
menggandakannya sebanyak 3 rangkap;
Mengajukan berkas kepada Kasubbag Umum dan
Aparatur untuk dikoreksi dan dilegalisir serta paraf
surat pengantar
|Membuat Nota Dinas untuk mengajukan berkas serta , Berkas usulan 4 jam Berkas usulan
surat pengantar kepada Sekretaris - persyaratan kenaikan persyaratan
: : - pangkat kenaikan pangkat
Menerima dan memberi paraf sebagai tanda " Berkas usulan ‘3,5jam | Berkas usulan
persetujuan ' ‘ persyaratan kenaikan - persyaratan
T pangkat kenaikan pangkat
Menerima dan menandatangani Surat Pengantar dan Usulan kenaikan 1 hari Berkas usulan
pengajuan pengusuian kenaikan pangkat pegawal - pangkat dan Konsep persyaratan -
sebagai tanda persetu;uan . Surat Pengantar kenaikan pangkat
‘ : dan Konsep Surat
: : : Pengantar -
Mengirim berkas kenaikan pangkat pegawai ke ‘ Usulan Kenaikan 15 hari | - SK Gubernur
Gubenur Kalbar melalui Badan Kepegawaian Daerah - .-Pangkat dan Surat Kalimantan Barat
untuk proses penerbltan SK kenaikan pangkat oleh Pengantar
Gubernur, : e
Menyampaikan kopi: SK kenaikan pangkat kepada SK Gubemur 2 jam. | Kenaikan pangkat

/ golongan dan
kenaikan gaji
sesuai pangkat




Nomor SOP

800 / 012 /DKP-Sekr. 1

Tanggal Pembuétan

16 Januari 2019

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Revisi i3 . Januari 2020 \ \
Tanggal Efektif Januari 2020\ \
Disahkan oleh Kepala Dina rikanan .

HERTI HERAWATI, MMA -
Pembina Utama Muda ;

NIP. 19680725 199303 2 60

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Judul SOP

CUTI TAHUNAN X

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mangjemen Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1 Berpendidikan minimal SLTA

2 Memahami Peraturan tentang Kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- Komputer /Note Book

- Printer

- Absensi Pegawai

- Berkas Permohonan Cuti

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Cuti yang tidak diambil 3 tahun berturut-turut tidak bisa diambil kembali




SOP CUTI TAHUNAN

: ~ - PA . Y = . - . : : - . -
1 |Mengajukan cuti tahunan dengan mengisi Formulir . ] Formulir Cuti Tahunan 1 hari Isian Formulir Cuti
yang disediakan oleh Subbag Umum dan Aparatur, Tahunan
lalu mengajukannya kepada atasan fangsung
_ WL
2 ' |Memberikan paraf/tanda tangan sebagai tanda Isian Formulir Cuti 3 jam Isian Formulir Cuti
persetujuan atasan langsung = : ’ Tahunan Tahunan yang
» BN o ; telah disetujui
3 |Memberikan paraf pada Formulir Cuti Tahunan ) . : Isian Formulir Cuti 2jam Isian Formulir Cuti
setelah mendapat persetujuan atasan langsung o . : : Tahunan yang telah Tahunan yang
Pegawai yang bersangkutan _ L ) disetujui telah disetujui
4 [Mengetik Surat Cuti Tahunan PNS yang Isian Formulir Cuti -1 hari Draft Surat Cuti
bersangkutan sebanyak 3 rangkap dan diajukan ke ) Tahunan yang telah : Tahunan
Kasubbag Umum dan Aparatur - disetujui
-5 |Memberikan Paraf pada Surat Cuti Tahunan pegawai : Draft Surat Cuti 2 jam Draft Surat Cuti
. : Tahunan Tahunan
6 |Menandatangani Surat Cuti Tahunan Pegawai . Draft Surat Cuti 1 hari Surat Cuti
Tahunan : Tahunan
7 |Mengagendakan, memberi nomor, tanggal dan stempel. : Surat Cuti Tahunan 2 jam Cuti Tahunan
Yang kemudian diberikan kepada Pegawai yang . Pegawai
bersangkutan sebanyak 1 lembar, tembusan ke bidang
pegawai tersebut 1 lembar dan arsip di Subbag Umum
Aparatur sebanyak 1 lembar




Nomor SOP 800 / 016 /DKP-Sekr. 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan ‘ 16 Januari 2019 \

Tanggal Revisl i2 Januari 2020 \

Tanggal Efektif =~ . I Januari 2020 \ \
Disahkan oleh Kepala Dinas X&jautan dan Perkanan ~

RTI HERAWATI, MMA

Pembina

NIP. 19680725 199303 2 003

Utama Muda /

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Judul SOP USUL MUTASI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

- Surat Edaran Gubernur Nomor: 824/2069.BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Llhgkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1 Berpendidikan minimal SLTA
2 Memahami Peraturan tentang Kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- SOP SKP

- Komputer /Note Book
- Printer
- Berkas Usulan Pindah

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP USUL MUTASI

2 3 7 8 9 10
Mengajukan usulan pindah/mutasi ke |nstanSI . Surat Permchonan 1 hari Berkas
melalui bag|an kepegawaian : Pindah, Foto copy Permohonan
- Karpeg, SKP 2 tahun Pindah
terakhir. SK Jabatan R
Struktural/Fungsional,
Surat Nikah (Pindah
karena ikut suamifistri),
Surat Tugas Suamifistri
Menerima berkas usulan mutasi untuk proses Berkas Permohonan 1 hari Berkas
disposisi dan persetujuan . Pindah . Permohonan
' L Pindah
Meneliti dan menelaah usulan mutasi pegawal yang Berkas Permohonan 1 hari Berkas
bersangkutan Pindah Permohonan
Pindah
Meneliti dan menelaah usulan mutas; pegawai yang Berkas Permohonan 2 harl Berkas
bersangkutan E[j Pindah Permohonan
' ' Pindah
Meneliti dan menelaah usulan mutasi pegawal yang Berkas Permohonan 5 hari Keputusan
bersangkutan Pindah Persetujuan
Pindah
Menerima kembali berkas usulan mutasi dan segera LT Keputusan Persetujuan 3 hari Keputusan
membuatkan usulan plndah/mutaS| yang telah Pindah - Persetujuan
|disetujui Kepala Dinas ' Pindah




Nomor SOP

000 7 025 JORP-Sekr. s

Tanggal Pembuatan

16 Januari 2019

Tanggal Revisi

i3 Januar\em

Tanggal Efektif

i3 Janueri ZN)

Disahkan oleh Kepalainas Keautan dar\Perikanan
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
/ NIP, 19680725 199303 3 0
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG
JAWABAN (SPJ) FUNGSIONAL

UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ~ Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;-

UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teleh diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2014;
PERMENDAGRI! No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara den Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kelbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Deerah

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Ketbar; '

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD} Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Orgenisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi
2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionatkan Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Komputer /Note Book
- Printer
- DPA,DPPA

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Aset

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Keakuratan penyusunan SPJ Fungsional akan menentukan Laporan Keuangan.




SOP PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) FUNGSIONAL

O

11

SPT, SPPD dan bukti sah

dinas, kemudian disampaikan ke BKAD]| -

Prov. Kalbar bidang Akuntansi. .

Bendahara pengeluaran menerima SPD 1 hani Buku Kas Umum
dari BKAD dan bukti administrasi lainnya ’
pelaksanaan kegiatan dari pelaksanaan
dan dibukukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Membukukan bukti administrasi Buku Kas Umum dan Buku 4 hari Buku Panjar, Buku
kedalam Buku Kas Umum selanjutnya Kas Pembantu : Kasir, Buku kas
dirinei dalam Buku Kas Pembantu . Tunai, Buku Pajak,
sebagai bahan untuk pengajuan draft Buku Obyektif per
SPJ Fungsional;, Menyusun konsep Rekening; Konsep SPJ
laporan SPJ Fungsional bersama ’ Fungsional
pembantu bendahara dan '
- |menandatangani konsep laporan SPJ
_ |Fungsional selanjutnya disampaikan
kepada Kasubbag Keuangan. .
memeriksa dan membubuhkan paraf DPA/DPPA & realisasi 1 hard Konsep Laporan SPJ
pada Konsep Laporan SPJ Fungsional keuangan Fungsional dan
serta menyiapkan Surat Pengantar untuk Konsep Surat
disampaikan kepada Sekretaris Pengantar
Memeriksa dan membubuhkan paraf Surat Pengantar, Laporan 1 hari Konsep Laporan SPJ
pada Surat Pengantar untuk SPJ Fungsional Fungsional dan
 |disampaikan kepada Kepala Dinas. Konsep Surat
. T Pengantar
Menerima dan menandatangani Laporan Surat Pengantar, Laporan 1 hari Laporan SPJ
SPJ Fungsional berikut Surat Pengantar. SPJ Fungsional Fungsional dan Surat
S ‘ . Pengantar
Surat Pengantar dan laporan SPJ Surat Pengantar, Laporan 1 hari Surat Pengantar dan
Fungsional yang sudah ditandatangani - ’ SPJ Fungsional Laporan SPJ
Kepala Dinas digandakan dan diberi cap R Fungsional




Nomor SOP 900 / 026 /DKP-Sekr.3

Tanggal Pembuatan 16 Janueri 2019
Tanggal Revisi §% Januari 2020 \ \\
Tanggal Efektif 3, Januari 2020

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disahkan oleh Kepala Di\as Kelautan dan Perixanan

‘ Pembina Utama Muda

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
A NIP. 19680725 199303 2 00;
PENYUSUNAN LAPORAN CATAT.
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP . ATAS LAPORAN KEUANGAN (CAl
asar Hukum Rualfikast pelaksana \

UU.N0.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuangan Negare;

UV, No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubeh beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGR! No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan den Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya;

PERMENDAGR! No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar;

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendepatan Belenja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi

2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Komputer Note Book
- Printer
- DPA, DPPA

- SPJ Fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Kualitas Penyusunan CALK akan menentukan laporan keuangan SKPD kepada Gubernur.

- Apabila penyusunan CALK SKPD tidak Akurat maka aken berpengaruh pada Leporan Keuangan Pemerintah Provinsi.




SOP PENYUSUNAN LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada
konsep Nota Kepala Dinas tentang permintaan
laporan penggunaan anggaran selama 1 tahun
anggaran kepada Sekretaris, para Kepala Bidang
Bidang/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan & UPT

1 hari

Draf Nota Dinas

Memeriksa dan membubuhkan paraf pada
konsep Nota Kepala Dinas dan selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan. ,

Draft Nota Dinas

1 hari

Paraf Nota Dinas

Memeriksa dan menanda tangani Nota Dinas
vang di tujukan kepada Sekretaris para Kepala
Bidang/Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan
UPT.

Draft Nota Dinas

1 hari

Paraf Nota Dinas

Menyusun dan menyampaikan laporan
penggunaan anggaran sesuai format kepada
Kepala Dinas melalui Kasubbag Keuangan & Assét
selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Nota Dinas

2 hari

Laporan
Penggunaan
anggaran oleh
PPTK

Menelaah, merekapitulasi dan mengkompilasi
dan menyampaikan konsep laporan penggunaan
anggaran kepada Kepala dinas

Laporan Penggunaan
Anggaran Bidang/UPT

2 hari

Undangan Rapat

Melaksanakan rapat pembahasan akhir laporan

penggunaan anggaran dengan pihak terkait dan

memberikan arahan terkait penyusunan laporan
keuangan

Rekapitulasi
Penggunaan Anggaran
Bidang/UPT

1 hari

Notulensi Hasil
Rapat




Menyusun draf laporan Catatan Atas Laporan

7 Notulensi hasil Rapat 11 hari Draf 1 CALK, Surat
Keuangan Gabungan (Dinas Kelautan dan - : Pengantar’
Perikanan dan UPT) berdasarkan hasil rapat
pembahasan; membubuhkan paraf dan
menyampaikan draf laporan CALK serta surat
pengantar kepada Sekretaris

9 Memeriksa dan mebubuhkan paraf pada draf Draft 1 CALK, Surat 2 hari Draf 2 CALK, Paraf |
laporan CALK dan Surat Pengantar untuk Pengantar Surat Pengantar
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas

10 ]Memeriksa dan menandatangani Laporan Draft 2 CALK, Surat ‘ 1 hari CALK
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berikut Pengantar
Surat Pengantarnya. ' ,

11 JSurat Pengantar dan Laporan Catatan Atas 2 hari Surat Pengantar

Laporan Keuangan (CALK) yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas digandakan dan
diberi cap dinas, kemudian disampaikan ke BKAD
Prov. Kalbar bidang Akuntansi.

dan CALK




Nomor SOP 900 / 027 /DKP-Sekr,3
Tenggal Pembuatan 16 Januari 2019 N
Tanggal Revisi 13 Januar 2020 \ \ }
Tanggal Efektif 1% Januari 2020 \
. Disahkan oleh Kepald Rinas Kelautan dan Paftkanan =
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
NIP, 19680725 199303 2 00:
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PENY:NSgg:gAN D AmlNERAC AI S\SI
Dasar Hukum Rualfikasi pelaksana 3

- UUV.No.25 Tehun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kelimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

- UU. No.1 Tehun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuangan Negara; .

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daersh .

PP No. 8 Tahun 2006 tenteng Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No, 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGR! No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGR! No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara den Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya;

- PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- PERDA Prov. Kelbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- PERDA Prov. Kelbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan den Susunen Perangket Daerah Prov. Kalber;

- PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

- PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
- PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Deerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

- PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi

2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.

3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- SOP Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional
- SOP Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

- Komputer /Note Book

= Printer

- DPA, DPPA

- SPJ Fungsional

- SPD.

- Rekening Koran

- UYHD

- Laporan Inventaris Barang
- Leporan Pengadaan Barang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Kualitas Penyusunan LRA dan Neraca akan Menentukan aporan keuangan SKPD kepada Gubernur
- Apabila penyusunan LRA dan Neraca SKPD tidak Akurat maka akan berpengaruh pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi




SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISAS| ANGGARAN DAN NERACA

Menerima dan meinpelajari SPJ fungsional & hasil

DPA & DPPA; SPJ Fungsional,

1 hari

pengadaan barang dan jasa selama tahun berjalan, Daftar Daftar :
Inventaris dan Berita Acara Per: sc?diaan Barang per 31 i Inventaris Barang; SP2D, Rek: :
Desember 2016 yang berasal dari Bendahara Penerimaan dan Koran. bukti setoran UYHD.
ipengurus barang - R o
Mengolah data sumber dari bendahara dan pengurus barang DPA & DPPA,; SPJ Fung;sional; 1 hari Jurnal dan .
serta membuat buku jurmal (Jurnal SP2D, Jurnal SPJ, Jurnal Daftar Inventaris Barang; SP2D, Buku Besar
Umum dan jumal penyesuaian) dengan dibantu staf} Rek. Koran, bukti setoran UYHD.
selanjutnya mempoasting ke Buku Besar § :
Dengan di bantu staf terkait membuat draf neraca saldo, DPA & Realisasi P’gunaan Ang, 1 hari Neraca Saldo
worksheet (neraca saldo). ; Pergub No.53/2008 dan Worksheet

(Neraca Saldo)
Dengan dibantu staf terkait menyusun dr;if laporan Realisasi 4 hari . |Draft LRA dan
Anggaran serta Neraca dan menyampaikdn kepada Kepala Draf Neraca
Dinas melalui Sekretaris. . . S
Meneliti dan memberikan paraf pada LRA dan Neraca serta Paraf -1 hard Draft LRA dan
|menyampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Neraca -
untuk mendapat persetujuan. i
Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Laporan 1 hari LRA dan -
Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang sudah 2 hari Laporan
ditandatangani Kepala Dinas digandakan dan diberi cap - " Realisasi
dinas, kemudian disampaikan ke BKAD Prov. Kalbar bidang Anggaran dan
Alkuntansi. o g s " Neraca -




Nomor SOP

900 / 028 /DKP-Sekr.3

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019
Tanggal Revisi i3 Januari 2020 \ \
Tanggal Efektif I3 Janueri2020  \ \
Disahkan oleh Kepala Di anan .
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT
7 ERTI' HERAWATI, MMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET ' Judul SOP PENGAJUAN SURAT PERINTAH

PEMBAYARAN LANGSUNG (SPM-LS) BARANG/JASA

Dasar Hukum

TKualiikas! pelaksana

¥

- UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Berat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; :

- UU. No. 15 Tehun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- UJU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

- PP No. 27 Tehun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

- . PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
PERMENDAGR! No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya;

PERMENDAGR! No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ) '

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangket Daerah Prov. Kalbar;

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi
2 Menguasai dan memehemi pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionalken Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional - Komputer /Note Book
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Printer
' : -DPA, DPPA

- SPJ Fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Kualitas Pengajuan SPM akan Menentukan diterbitkannya SP2D
- Apabila penyusunan SPM tidak lengkap maka SP2D tidak terbit




SOP PENGAJUAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN/SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPP/SPM-LS) BARANG/JASA

13

Menyampaikan jadwal rencana Pengadaan Barang

DPA & DPPA

konsep dokutmen kelengkapan lainnya yang akan
ditandatangani oleh Kepala Dinas (PA) kepada
KSB Keu.

2 hari Matrik Jadwal
dan Jasa kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Kegiatan belanja dan
Anggaran (PA) Pencairan Anggaran
Menyampaikan kepada Panitia dan atau Pejabat Surat Perintah Pengadaan; 1 hari
Pengadaan Barang dan Jasa untuk memproses lebih HPS
lanjut pengadaan barang dan jasa dengan di sertai
Harga Perkiraan Sendiri {HPS) yang telah di
tetapkan oleh PA.

Menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan FORMAT LAPORAN 1 hari Laporan Hasil
menyampaikan laporan kemajuan proses Pengadaan
pelaksanaan kepada PA.
Menyetujui dan menunjuk Penyedia Barang dan Pagu setiap bidang & 4 hari Kontrak; SP/SPMK
Jasa yang di usulkan Panitia dan atau Pejabat kesckretariatan serta
Pengadaan Barang atau Jasa dan menandatangani Realisasi Penggunaan
kontrak berikut dokumen pendukung lainnya serta Anggaran.
dalikan pelaksanaan kontrak.
v 1
AW
Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dari Format Surat Pernyataan 1 hari BA
Penyedia Barang dan Jasa dan selanjutnya Pemeriksaan/Peneri
melaporkan kepada dan menyerahkan hasil ma Hasil Pekerjaan
pekerjaan kepada PA. {“_;:]
-
{x]
Memerintahkan kepada Bendahara Pengaluaran Kontrak, BA 1 hari Disposisi
untuk menindaklanjuti administrasi keuangan Pemeriksa/Penerima Hasil
terkait pelaksanaan penyediaan barang dan jasa. Pekerjaan, BAST
Menyiapkan dan menandatangani kelengkapan 1 hari Ringkasan
SPM LS : Rincian Anggaran, Ringkasan SPD dan Kontrak,SPTB, BA
SP2D serta Surat Pengantar SPP LS bersama Pembayaran dan
Pembantu Bendahara,selanjutnya menyampaikan Kwitansi




8  }Meneliti kelengkapan pengajuan SPM LS dan 1hen
memberikan paraf serta menyampaikan kepada Konsep  SPMLS
Kepala Dinas untuk ditandatangani.:

9 |Menectapkan SPM LS, 1 hari . SPM-LS

10 ]Menyampaikan SPM-LS ke BKAD Prov. Kalbar T hari - SPM-LS

untuk diterbitkan SP2D-LS




Nomor SOP U007 029 /DRP-Sekr. 3

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019

Tanggal Revisi 13, Janari 202\ \

Tanggal Efekif 13 Januari2020 \ \
Disahkan oleh ikanan «

. HERTI HERAWAT!, MMA!
Pembina Utama Muda

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NIP. 19680725 199303 2 0{3
PENGAJUAN SURAT PERINTAI
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP/SPM-LS) GAJI
PEGAWAI

Dasar Hukum

Rualtikas! pelaksana

UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolzan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Peleporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolean Keuangan Daerah:

PERMENDAGR! No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolean Keuangan Deerah sebagaimena telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGR! No. 55 Tehun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Leporan Pertanggungjewaban Bendahara dan Penyampaiannya;
PERMENDAGR! No. 32 Tehun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibeh dan Bansos yang bersumber deri APBD dan perubahannys;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah '

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar,

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belenja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tuges dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendepatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi

2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Kenaikan Pangkat Reguler - Komputer /Note Book
- SOP Kenaikan Gaji Berkala Gol. I/a s.d. llib - Printer
- SOP Kenaikan Pangkat Pitihan - DPA, DPPA

SOP Kenaikan Berkala Gol. lil/c s.d. IV/e
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

- Daftar Gaji Pegawai

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Kualitas Pengajuan SPM akan Menentukan diterbitkannya SP2D
Apabila penyusunan SPM tidak lengkap maka SP2D tidak terbit




Membuat dan mengirimkan data peremajaan gaji

Pengajuan SPP Gaji dengan

30 menit

Daftar peremajaan gaji beserta
pada Aplikasi Sim Gaji yang memuat adanya perubahan dilengkapi lampiran
perubahan data pegawai yang berdampak pada dengan fotokopi SK
perubahan gaji ‘ Kenaikan Pangkat, SK
Kenaikan Gaji Berkala,
KP4/SK Pensiun/KTP
Suami/istri sesuai
peruntukanfya
Membuat SPP Gaji dan kelengkapan SPP Gaji Daftar peremajdan gaji 1 hari SPP Gaji yang telah ditandatangani
kemudian menandatanganinya dan diajukén kepada beserta lampiran beserta kelengkapan berupa :
PPK untuk dibuatkan SPM - Lembar/Daftar Perigantar Permintaan
Pencairan Dana; Ikhtisar daftar gaji
pegawai; Daftar Jumlah pegawai
pergolongan dan jabatan serta
realisasi gaji dan kekurangan beras;
Tkhtisar gaji pegawai; Rekapitulasi
permintaan gaji pegawai, daftar
permintaan gaji pegawai; daftar para
pegawai
Membuat SPM dan mengajukannya kepada SPP Gaji yang telah 15 menit SPP/SPM yang telah ditandatangai
Pengguna Anggaran " ditandatangani bendahara bendahara pengeluaran
dan kelengkapannya
Menndatangani SPM SPP/SPM yang telah 1 hari | SPP/SPM yang sudah ditandatangani
ditandatangai bendahara PA
pengeluaran
Mengirimkan SPP dan SPM Gaji ke BKAD untuk SPP/SPM yang sudah 1 hari SPP/SPM GU terkirim ke BPKPD

diterbitkan SP2D .

ditandatangani PA
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Tanggal Efektit 1 Jenuari20) \ \
Disahkan oleh Kepala Din{ Kelautan dan Perik§pan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
“HERTIHERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4 P, 19080725 19003 2003
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN (8PM-TU)
Sesar Tukum ' Rualttikast pelaksana i ]
1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi

UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daeraabh — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Berat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Neg ara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peng elolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 20086 tentang Pelaporan Keuangar dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi F> emerintah;

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangg an Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Peng e Bolaan Keuangan Daerah sebagaimana telsh diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tatex < sara Panatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoryyan Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber deri APBD dan perubahannys;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedo rryan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang 1 okok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang > embentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar;

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pen d aapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggeran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolean B =arang Milik Deerah;

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan <Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB.No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabarain /A nggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara P < §aksanaan Pembayaren dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

2 Menguasai dan memahami pengelotaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionaikan Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SFP..J) Fungsional - Komputer /Note Book
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan  Neraca - Printer
- DPA, DPPA

- SPJ Fungsional

Pencatatan dan pendataan

Peringatan

Keakuratan Pengajuan SPM TU akan Menentukan cliiterbitkannya SPZD
Apabila penyusunan SPM tidak lengkap maka SP21 tidak terbit




SOP PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM-TU)

Nota Pencairan Dana dan 2 hari
Jjadwal kegiatan

Menyampaikan Nota Pencairan Dana (NPD) yang
dilampiri dengan jadwal kegiatan belanja per bulan
yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas
kepada Bendahara Pengeluaran

DPA/DPPA dan Realisasi 4 hari Konsep dokumen
Penggunaan Anggaran Rincian Anggaran,
Ringkasan SPD dan

SP2D

Menyiapkan konsep rincian Dokumen Rincian
Anggaran, Ringkasan SPD dan SP2D serta Surat
Pengantar SPP TU dengan dibantu oleh pembantu
bendahara, kemudian Bendahara Pengeluaran
menandatangani konscp dokumen tersebut

Menyiapkan dan menyampaikan konsep SPM TU 1 hari Konsep SPMTU

Yang dilampiri Surat Kcterangan Pengajuan SPP
TU dan Surat Pcrnyataan SPM TU untuk
ditandatangani Kepala Dinas kepada Kasubbag
Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatausahaan
Keuvangan

DPA/DPPA dan Realisasi 1 hari Konsep SPM TU
Penggunaan Anggaran serta
Cap Paraf

Meneliti konsep SPM TU dan kelengkapannya
serta membubuhkan paraf yang sclanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas

Menerima, Menelaah dan Menandatangani SPM Konsep SPM TU 2 hari SPMTU

TU

SPMTU 1 hari

Menyampaikan SPM TU ke BKAD Prov. Kalbar
‘baik oleh Bendahara Pengeluaran sendiri ataupun
oleh petugas penigantar SPM untuk diterbitkan
SP2DTU
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Tanggal Efektif 1D Januari2020  \

Disahkan oleh Kepala Dinys Kelautan dan Perikpnan ~ *

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

~HERTI HERAWATI, MMA l
Pembina Utama Muda

NIP, 19680725 199303 2 003
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PEMBAYARAN/SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG

(SPP/SPM-GU)

Dasar Hukum

Kualikasi pelaksana

- UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

- UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

- UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015;

~ PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- PP No.71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

= PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGR! No. 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tehun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjeweban Bendahara dan Penyampalannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber darl APBD dan perubahannya;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengefolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangket Daerah Prov. Kalber;

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
- PERGUB No.79 Tahun 2018 tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2019

- PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1 jurusan Ekonomi Akuntansi
2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionakan Komputer dengan bak

[Reterkartan Peralatan/periengkapan
- SOP Penyusunan Surat Pertanggung Jewaban (SPJ) Fungsional - Komputer /Note Book
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Printer
' - DPA DPPA

- SPJ Fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Keakuratan Pengajuan SPM GU akan Menentukan diterbitkannya SP2D
- Apabila penyusunan SPM tidek lengkap meka SP2D tidek terbit




SOP PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG (SPP/SPM-GU)

Mencatat dan menginput bukti-bukti pengeluaran Bukti-Bukti Pengeluaran 1 hari Kwitansi yang telah
(SPJ) yang telah ditandatangani PA dan Bendahara (SPJ) diberi nomor BKU
Pengeluaran ke dalam BKU, buku pajak serta
memberi nomor BKU pada kwitansi dengan
menggunakan aplikasi SIMAKDA
Membuat rekap SPJ dari masing-masing kegiatan Kwitansi yang telah diinput 1 hari Rekap SPJ dan SPP
untuk pengajuan SPP-GU dan membuat SPP-GU GU
untuk ditandatangani Bendahara Pengeluaran
Memeriksa dan menandatangani SPP GU kemudian SPP GU beserta lampiran 20 menit SPP GU
diajukan ke PPK untuk dibuatkan SPM ditandatangani
. bendahara

Membuat SPM dan dimintakan tandatangan kepada SPP/SPM GU beserta 1 hari Konsep SPP/SPM
Pengguna Anggaran lampiran GU beserta lampiran
Menandatangani SPM Konsep SPP/SPM GU 1 hari SPP/SPM GU sudah

’ beserta lampiran ditandatangani PA
Mengirimkan SPP dan SPM gaji ke BKAD untuk SPP/SPM GU 20 Menit SPP/SPM GU

terkirim ke BPKPD

diterbitkan SP2D
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Disahkan oleh Kepala I\gas Kelautan dan Perikgnan >
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT
. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
DINAS KELAU DAN PERIKANAN
e NIP. 19680725 199303 2003 /
ENGHAPUSAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PENYUSUB':& :Z?NLC'E‘:TANQAP
aser Hukum Ruaikas: pelaksana

UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kafimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

UU. No. Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

= UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Leporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannys;
PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelclaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar;

- PERDA No, 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapaten Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2019;

[}

- PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Miiik Daerah; . . [

1 Pegawsi dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1
2 Menguasal dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik :

- PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ker]a Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019
PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca = Komputer /Note Book
- Printer

- Buku Inventaris

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila penyusunan usulan penghapusan barang inventaris tidek akurat maka faporan keuangan SKPD tidak handal




SOP PENYUSUNAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

serahkan ke BKAD Prov. Kalbar.

Menghimpun dan membuat dafiar barang inventaris yang Buku Inventaris 5 hari Konsep daftar barang|
rusak baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan
untuk diusulkan penghapusannya dan menyampaikan dihapuskan
|hasilnya kepada Kasubbag Keuangan dan Asset
Meneliti Konsep daftar usulan barang yang akan 2 hari Konsep daftar
dihapuskan dan membubuhkan paraf serta menyiapkan barang; Konsep SK
konsep Surat Keputusan Tim Panitia Penghapusan, Tim; Konsep Surat
Konsep Surat Pengantar selanjutnya disampaikan kepada Pengantar
Sekretaris
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep dafiar 1 hari Konsep daftar
usulan barang yang akan dihapuskan, konsep surat barang; Konsep SK
keputusan Tim Panitia Penghapusan dan surat pengantar, Tim; Konsep Surat
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk Pengantar
mendapat persetujuan
Memeriksa dan menandatangani Surat Keputusan Tim 1 hari Konsep daftar
Panitia Penghapusan, surat pengantar serta daftar usulan barang; Konsep SK
barang yang akan dihapuskan dan mengembalikan Tim; Konsep Surat
kepada Sekretaris untuk ditindak lanjut Pengantar
Memerintahkan pengurus barang untuk mengirimkan 1 hari Daftar Barang yang
daftar usulan barang yang akan dihapuskan, khusus akan dihapus
barang inventaris kendaraan roda 4 dan 2 dikirimkan
- kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk dimintakan
penilaian/uji fisik
Mengirimkan daftar usulan barang yang akan 1 hari Daftar Barang vang
dihapuskan kepada Kepala Dinas Perhubungan akan dihapus
Menyampaikan hasil penilaian /uji fisik kendaraan yang 10 hari Daftar Uji Fisik
akan dihapuskan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Barang
Perikanan
M datangani Surat Pengantar dan daftar usulan 1 hari Daftar Barang yang
barang yang akan dihapuskan dilengkapi hasil akan dihapus; Surat
penilaian/uji petik dati Dinas Perhubungan kepada Pengantar
Pengelola Barang Inventaris.
Daftar Penghapusan Barang inventarisasi yang telah di 2 hari Laporan Daftar
tanda tangani, di gandakan dan cap dinas kemudian di Penghapusan Barang
Inventaris
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
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SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MiLIK
Judul SOP DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTLHAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMD)

Dasar Hukum .

Kualifikasi pelaksana

= UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

~ UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

= PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

= PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daereh sebagaimane telah diubah beberapa kel terakhir dengan PERMENDAGR! No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cera Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjewaban Bendahera dan Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber deri APBD dan perubahannys;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

PERDA Prov. Kalber Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA Prov. Keibar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar,

PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2019;

PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- PERGUSB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kelimantan Barat;
- PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

- PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

[l

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1
2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- S0P Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

- Komputer /Note Book
- Printer

- DPA

- Bukuinventaris

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila penyusunan usulan RKBMD & RKPBMD tidak akurat maka laporan keuangan SKPD tidak handal




SOP PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMD)

Menghimpun bahan dari bidang-bidang & Sekretariat serta Format Pengumpulan Data 5 hari Konsep RKBMD & RKPBMD
menyusun draf RKBMD & RKPBMD tahun berikutnya
(N+1) baik sumber dana APBD, APBN dan sumber lainnya
sesuai ketentnan serta menyampaikan hasilnya kepada
Kasubbag Keuangan dan Asset )
Meneliti konsep RKBMD dan RKPBMD serta menyiapkan Konsep RKBMD & RKPBMD 3 hari Paraf pada Konsep RKBMD &
Surat pengantar dan membubuhkan paraf , selanjutnya RKPBMD serta Surat Pengantar
disampaikan kepada Sekretaris.
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep RKBMD Konsep RKBMD & RKPBMD 1 hari Paraf pada Konsep RKBMD &
& RKPBMD serta Surat pengantar , selanjutnya serta Surat Pengantar RKPBMD serta Surat Pengantar
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapat
persetujuan.
Memeriksa dan menandatangani RKBMD & RKPBMD Py ey Konsep RKBMD & RKPBMD 1 hari RKBMD & RKPBMD serta Surat
berikut surat pengantamya, e serta Surat Pengantar Pengantar

2 hari RKBMD & RKPBMD

RKBMD & RKPBMD yang telah di tanda tangani, di
gandakan dan cap dinas kemudian di serahkan ke BKAD
Prov. Kalbar.
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. {Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019 ‘
Tenggal Revisi 43 Janueri2020 \ R \
Tanggel Efektif . i3 Januari 2020 \

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disahkanoleh . .. . Kepela Digas Kelautan dan Periifenan =

Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003/

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET °

PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN BARANG MILIK -
Judul SOP : DAERAH (RTBMD) DAN RENGANA TAHU
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RTPEMD)

Dasar Hukum

Kualfikast pelaksana

UU.No.256 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ~ Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmantan Timur;
UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;

- PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangen dan Kinerja Instansi Pemenntah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Deaerah:

.o

PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 tentang Teta Cara Penateusahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjaweban Bendahara dan Penyampaiannya;
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya;

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

- PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Deerah

- PERDA Prov. Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalbar;

- PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

- PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; .

- PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
- PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

- PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1
2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA. . -
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

, I'l'(eterksﬂtan Peralatan/periengkapan
- - SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Komputer INote Book
; : - Printer
- DPA
Penngatan Pencatetan dan pendafaan

- Kualitas penyusunan usulan RTBMD & RTPBMD berdampak pada laporan keuangan SKPD




SOP PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH (RTBMD)
DAN RENCANA TAHUNAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RTPBMD)

gandakan dan cap dinas kemudian di serahkan ke BKRAD
Prov. Kalbar

Menginventarisir pengadaan dan pemeliharaan barang DPA dan DPPA 5 hari Konsep RTBMD & RTPBMD
inventaris yang bersumber dari DPA SKPD tahun berjalan :
dengan menyesuaikan pada jadwal kegiatan dari Bidang dan
Sekretariat serta menyusun draf RTBMD & RTPBMD baik
sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya sesuai '

l e o & 21 1 b1 2 1. X2 11
Meneliti konsep RTBMD & RTPBMD serta menyiapkan 2 hari Konsep RTBMD & RTPBMD
surat pengantar dan membubuhkan paraf, selanjutnya serta Surat Pengantar
disampaikan kepada Sekretaris
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep RTBMD 1 hari Konsep RTBMD & RTPBMD
& RTPBMD serta surat pengantar, selanjutnya disampaikan serta Surat Pengantar
kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan
Memeriksa dan menandatangani RTBMD & RTPBMD ' 1 hari RTBMD & RTPBMD serta Surat
berikut surat pengantarnya. Pengantar
RTBMD & RTPBMD yang telah di tanda tangani, di 2 hari RTBMD & RTPBMD




Nomor SOP - 900 / 036  JDKP-Sekr, 3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019
[\
Tanggal Revisi . i3 Janua\2020 \
Tanggal Efektif i3 Januari 2\20 \
Disahkan oleh Kepala D\Nas Kelautan dan Rerikanan ¢

Pembina Utama Mud!

il NIP. 19680725 199303 Jod3
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HARANG
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PAKAI HABIS 1

Dasar Hukum - - - -

Kualifikas! pelaksana

- UU.No.25 Tahun 1856 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- UU, No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; :
= UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- UU, No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- PP. NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagasmana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011;
. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- PERDA Prov. Kalbar Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- PERDA No. 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- "PERGUB Nomor 82 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provins! Kalimantan Barat;
- PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2019;

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1

2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA,
3 Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

- SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca - Komputer /Note Book
- Printer
- DPA
- BAST

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Kualitas Penyusunan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis akan berpengaruh terhadap stock opname barang akhir tahun anggaran




SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PAKAI HABIS

: 5 6
Menyerahkan Barang Habis Pakai pengadaan pada tahun BAST 1 hart Barang pakai habis
berjalan kepada Penyimpan Barang setelah diperiksa oleh ‘
Panitia Pemeriksa/Penerimaan Barang dan Jasa
Menerima barang habis pakai dan membukukan sesuai 1 hari Buku Penerimaan;.
ketentuan kemudian menyimpannya digudang - Kartu Barang Pakai
penyimpanan dan melaporkannya kepada Kasubbag Habis
Keuangan dan Asset serta Sekretaris, untuk bahan
pertimbangan pelayanan permintaan Bidang-bidang dan
Sekretariat melalui Nota Dinas
Memeriksa dan mendisposisi Nota Dinas permintaan Nota Dinas 1 hari Disposisi
barang habis pakai kepada Kasubbag Keuangan dan Asset
untuk ditindak lanjuti ‘ ' '
Menelaah Nota Dinas permintaan barang habis pakai dan Nota Dinas 1 hari Disposisi
menugaskan Penyimpan Barang untuk
melayani/mengeluarkan barang pakai habis sesuai
persediaan yang ada )
Menyimpan barang pakai habis untuk disampaikan kepada 1 hari Barang pakai habis;
Bidang terkait dan membuat laporan pengeluaran barang BAST dan Laporan
pakai habis L ‘
Menandatangani laporan pengeluaran barang pakai habis 1 hari Laporan Pengeluaran
tersebut ditanda tangani, digandakan dan di cap dinas. barang pakai habis
Mengarsipkan dan menggunakan laporan pengeluaran Laporan Pengeluaran

barang pakai habis tersebut sebagai laporan semesteran ke
Kepala Dinas dan BKAD Prov. Kalbar. -

1 hari

“barang pakai habis
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Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019

Tanggal Revisi

13 Januari 2020 \ \

Tanggal Efektif

{3 Januari 2020 \\ L

POKOK KEGIATAN (HSPK) SKPD

Disahkan cleh Kepala Di
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
: _HERTI HERAWATI, MMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Judul SOP PENYUSUNAN HARGA SATUAN UMUM (HSU) DAN A SATUAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- UU.No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ~ Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- UU. No.1 Tahun 2014 fentang Perbendaharaan Negara;

UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; :

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

PP. NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; ]
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI! No. 21 Tahun 2011;
PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- PERDA Prov. Kalbar Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

PERDA No. 13 Tahun 2018 fentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019,

PERGUB Nomor 82 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019,

~

.

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S1

2 Menguasai dan memahami pengelolaan keuangan daerah dan DPA.

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer dengan baik

Barang Milik Pemerintah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam peleksanaannya berkaitan dengan Prosedur Keuangan Daerah - Komptiter Note Book
- Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya berkaitan dengan Prosedur Pengadaan - Printer
- Kamera

-~ DPA Tahun Lalu dan Tahun Berjalan
- Daftar inventaris Barang Tahun Lalu
- RKBMD Tahun Lalu

- HSU dan HSPK Tahun Lalu

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Dalam penyusunan HSU dan HSPK agar berpedoman pada RKBMD dan RTBMD dengan memperhitungkan harga
pasat ditambah dengan pajak

1 Buku Inventaris
Buku Barang Pakai Habis

 Buku Hasil Pengadaan
Kartu Barang
Kartu Persediaan
Menghimpun seluruh tanda bukti barang
Membuat laporan Pengurusan Barang
Melakukan stock opname barang

NS WN




* SOP PENYUSUNAN HARGA SATUAN UMUM (HSU) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) SKPD

Mengkonsep surat untuk masing-masing bidang Dilengkapi dengan 1 hari Konsep Surat
teknis untuk segera membuat HSU (Harga Satuan blanko Daftar Isian

Umum) & HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) Rencana Kebutuhan

dan menyampaikannya ke Sekretaris Barang Milik Daerah

Menerima, menelaah dan mempelajari konsep Konsep Surat 1 hari Paraf pada Konsep
tersebut, kemudian memberikan paraf tanda Surat
persetujuan

Menelaah dan mempelajari konsep tersebut, Konsep Surat 1 hari Surat Permintaan
kemudian menandatanganinya dan menyampaikan untuk Menyusun
ke masing-masing bidang teknis HSU dan HSPK
Menerima surat permintaan untuk segera Surat Permintaan 7 hari Draft HSU dan
menyusun HSU & HSPK; dan segera menyusun menyusun HSU dan HSPK Bidang
HSU & HSPK tersebut, kemudian HSU & HSPK HSPK

yang telah tersusun dan ditanda tangani oleh

Kepala Bidang segera disampaikan ke Sekretariat

cq. Kasubbag Keuangan & Aset.

Menerima usulan HSU (Harga Satuan Umum) & Draft HSU dan HSPK 2 hari Draft HSU dan
HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dari Bidang HSPK Dinas

masing-masing bidang teknis kemudian Menelaah
HSU & HSPK masing-masing bidang teknis,
melihat kesesuaian dengan harga pasaran
ditambah pajak. serta ketersediaan anggaran untuk
diusutkan,




Mengkonsep surat penyampaian usulan HSU

Draft HSU dan HSPK

1 hari

Draft Surat
(Harga Satuan Umum) & HSPK (Harga Satuan - Dinas Penyampaian HSU}
Pokok Kegiatan) untuk Gubernur cq. Kepala dan HSPK Dinas
BKAD dari OPD, dan dinaikkan kepada sekretaris '
untuk mendapat persetujuan
Memberi Paraf pada Surat sebagai tanda Draft Surat 1 hari Paraf pada Draft
persetujuan kemudian menyampaikan kepada Penyampaian HSU dan Surat
Kepala Dinas untuk ditandatangani HSPK Dinas Penyampaian HSU
rﬂ dan HSPX Dinas
[v]
Menandatangani Konsep Surat Penyampaian - ‘Draft Surat 1 hari Surat
Usulan HSU dan HSPK. ' Penyampaian HSU dan "~ {Penyampaian HSU
HSPK Dinas dan HSPK Dinas
Surat yang telah ditandatangani Kadis segera Draft 2 CALK, Surat 1 hari HSU dan HSPK
Pengantar Dinas

dikirim ke Gubernur cq. Kepala BKAD




Nomor S0P
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" [Tanggal Pembuatan 16 Januari 2019 \ \
Tanggal Revisi - 13 Januari2020  \ -\
Tanggal Efektif 1% JSanuari 2020 \ ) \
: . Disahkan oleh .
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
. NIP. 19680725 199303 2003 /
| PENGELOLAAN DAN INVENTARISASI
Judu! SOP ;

suB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH SKPD

Dasar Hukum

R pelaksana

- UL}.NQ‘ZS Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Otonom Provinsi Kahmantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

- UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

'

'

UL, No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dén Tanggungjawab Keuangan Negara; :
uil. No. 23 Tahun 2014 tentahg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubsh beberapa kali dan terakhir dengan UU 'No.9 Tahun 2015;
PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan I(inerja Instansi Pemerlntah

- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanst Pemeﬁntah
PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

i

*

:

’

PERMENDAGRI No, 13 Tahun'2006 tentang PengelolaanxKeuangan Dzerah sebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI Na.21Tahun 2D11;
PERMENDAGRI No. 55 Tahun2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampalannya,
PERMENDAGRI No. 32 Tahun-2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dah Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya; '
PERMENDAGRI No. 19 Tahun:2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 547);
PERDA Prov. Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

" PERDA Prov. Kalbar Nomor 8*_I'ahun 2016 tentang Pembeéntukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov, Kalbar;
PERDA No. 13 Tahun 2018 tefitang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
PERDA No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
PERGUB No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
PERGUB No. 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019
PERGUB No.116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD

1- Pegawai dengan jenjang pendldxkan minimal D3/S1

2 Menguasal dan memahami pengelolaan keuangan daerah tlan DPA,

3 Mampu Mengoperasionalkan Kbmputer dengan baik

RS

Keterka:tan

Peralatan/perlengkapan

-~ Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya berkaitan dengah Prosedur Keuangan Daerah
~ Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya berkaitan dengan Prosedur Pengadaan

' Bavang Milik Pemerintah

- Komputer /Note Baok

- - Printer

- Kaméra .

- DPATahun Lalu dan Tahun Berjalan
- Daftar Inventaris Barang TahunLalu
-, RKBMD Tahun Lalu

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Dalam pengelolaan dan inventarisasi aset daerah pengutus barang dan penynmpanbarang agar dalam
melaksanakan tugas harus berjalan sinergi dan tetap berpedoman pada peraturan tlan ketentuan yang ada

1 Buku Inventaris

Buku Barang Pakai Habis

Buku Hasit Pengadazn

Karta Barang ;

Kartu Persediaan

Menghimpun seluruh tanda bukti barang
Membuat laporan Pengurusan Barang
Meldkukan stock opname barang

O NG A WN




SOP PENGELOLAAN DAN INVENTARISAS| ASET DAERAH SKPD -

Kasubbag Renja dan Monev dan memperbaiki usulan

tersebut sesuai dengan masukan dan saran atas apa saja

_[|yang bisa diusutkan terkait dengan ketersediaan anggaran

dan kesesuaian mata anggaran kemudian menyerahkannya
kembali kepada Kasubbag Renja dan Monev

Pengadaan Barang/Jasa

Membuat daftar usulan pengadaan barang/jasa berdasarkan Daftar RKBMD/RTPBMD 2 hari Konsep Surat Usulan
RKBMD dari masing-masing bidang teknis, dan : Pengadaan Barang/Jasa
menaikkannya ke sekretaris untuk mendapat persetujuan

Menetima dan mempelajari konsep usulan serta memberi Konsep Surat Usulan 2hari Konsep Surat Usulan
paraf sebagai tanda persetujuan, kemudian menaikkannya Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala Dinas

Menandatangani konsep Surat usulan tersebut apabila Konsep Surat Usulan 1 hari Surat Usulan Pengadaan
setuju, kemudian diserahkan kepada Kasubbag Renja dan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa
Monev untuk diusutkan dalam RKA o ; '
Menerima Surat Usulan pengadaan Barang/jasa tersebut Surat Usulan Pengadaan 1 hari Hasil Penelaahan Usulan
sesuai RKBMD, kemudi faah dan berikan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
masukan dan saran atas apa saja yang bisa diusulkan terkait

[dengan ketersediaan anggaran dan kesesuaian mata

anggaran dan menyerahkannya kepada Kasubbag K

dan Aset apabila perlu diperbaiki -

Menetima perbaikan usulan pengadaan barang/jasa dari Hasil Penelaahan Usulan 1 hari Usulan Pengadaan

Barang/Jasa hasil
perbaikan




6 |Mencrima perbaikan usulan pengadaan barang/jasa dan Usulan Pengadaan 1 hari RKA

kkannya dalam usulan RKA Barang/Jasa hasil perbaikan| -

7  {Menerima usulan RKA pengadaan barang/jasa yang telah DPA 1 hard

jadi DPA dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan
dan Aset.

8 |Membuat dan menaikkan konsep rencana jadwal serta DPA 1 hari Konsep rencana jadwal
klasifikasi pengadaan barang/jasa SKPD ke sekretaris serta klasifikasi
untuk mendapat persetujuan pengadaan

9  |Menerima, taah dan pelajari konsep Konsep rencana jadwal serta 2hari paraf pada konsep
liadwal serta Klasifikasi pengadazn barang/jasa serta Kklasifikasi pengadaan rencana jadwal serta
Jmemberikan paraf apabila setuju, kemudian menaikkannya E;'] o klasifikasi pengadaan
kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan dan ) {.Y -]
ditandatangani T

10 }Mencrima, 1aah dan mempelajari konsep V.  x v ... Konsep rencana jadwal serta Lhari Rencana jadwal serta
fjadwal serta menandatangani apabila setuju, dan segera Er-] [ Y 1 klasifikasi pengadaan Klasifikasi pengadaan
disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa =
untuk diproses
11 }Menerima rencana jadwal pengadaan barang/fjasa; Rencana jadwal serta 14 hari Jadwal pengadaan dan
menyusun jadwal proses pengadaan barang/jasa; dan klasifikasi pengadaan pelaksanaan pengadaan

melaksanakan proses pengadaan barang/jasa

barang/jasa




12 |Memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa Barang hasil pengadaan dan 6 Hari BA Pemeriksaan dan
disertai dokumen yang jelas menyatakan jenis, jumlah, dokumen jenis,jumlah, Penerima Hasil
harga dan spesifikasi barang; serta menandatangani Berita harga dan spesifikasi barang Pekerjaan
Acara Pemeriksaan apabila barang yang diperiksa telah
sesuai jumlah, jenis dan spesifikasinya. Kemudian barang
tersebut dimasukkan dalam gudang penyimpanan

13 |Menerima, menyimpan, t dan menjaga § L 20 hari Laporan Barang
barang dalm gudang penyimpanan agar dapat dipergunakan Inventaris (Buku Barang
sesuai rencana secara tertib, rapi, dan aman; Inventanis, Buku Hasil
Menyelenggarakan administrasi penyimp fpergudang; Pengadaan, Kartu
atas semua barang yang ada dalam gudang; Melakukan Barang), Laporan
stock opriame secara berkala ataupun insidentil terhadap Barang Habis Pakai
barang persediaan yang ada di dalam gudang; Membuat (Buku Barang Pakai
laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di Habis), Laporan
gudang yang disampaikan kepada Kasubbag Keuangan dan Persediaan Barang
Aset (Kartu Persediaan

Barang), Neraca dan
Laporan Aset per tahun
anggaran, Laporan
Pengelolaan dan
Inventarisasi Aset
Daerah
14  |Laporan Pengelolaan dan Inventarisasi Aset Dacrah SKPD 2hari Laporan Pengelolaan

vang telah ditandatangani Kadis segera dikirim ke
Gubernur cq. Kepala BKAD

dan Inventarisasi Aset
Daerah SKPD




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Nomor SOP 523.3 / 040 / BDY

Tanggal Pembuatan 1 Februari 2019

Tanggal Revisi 2 April 2020

Tanggal Efektif 2 April 2020 \\ \

Disahkan oleh Kepala Dinas KeNyutan dan Penjkanan Prov. KalBar *

- HERTI HERAWATI, M
Pembina Utama Mud
NIP. 19680725 199303 2 003

Nama SOP SOP PENILAIAN/AUDIT CBIB

1. UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

3, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

4, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional
Indonesia

5. Permen-KP Nomor. 02 Tahun 2007 tentana Cara Budidaya lkan Yang Baik

6. Permen KP Rl nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan
" Keamanan Hasil Perikanan.

Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D4/S.1 jurusan Perikanan dengan
pengalaman kerja minimal 8 tahun

2. Pegawai dengan jenjang pendidikan S.1 lurusan Perikanan Budidaya dengan pengalaman
kerja minimal 8 tahun

3. Pegawai dengan jenjang pendidikan S.1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan dengan
pengalaman kerja minimal 8 tahun

4, Pegawai dengan jenjang pendidikan S.2 Jurusan Perencanaan Pembangunan dengan
pengalaman kerja minimal 5 tahun

5. Pegawai dengan jenjang:pendidikan D.lll jurusan Perikanan Budidaya dengan pengalaman
kerja minimal 15 tahun

RALATAN {PERLE NGKA ;

Keterkaitan ’

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Produksi dan Usaha
Perikanan Budidaya Se Kalbar sehingga tercipta Pembudidaya ikan yang profesional:
di bidangnya ‘

Peralatan/PerIengkapan
Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
1. DIPA dan DPA Tahun lalu dan Tahun Berjalan

2. Daftar rencana pelaksanaan kegiatan

3. Dokumentasi Sertifikasi Cara Budidaya lkan Yang Baik {CBIB)




Peringatan - - . S : :
Petugas Teknis Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya agar dapat melakukan pelayanan
teknis kepada unit pelaksana Perikanan Budidaya dan-dapat mengidentifikasi kendala dan
permasalahan hasilitemuan dilaparigan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
_pada unit pelaksana Budidaya Perikanan dalam penefbitan izin usaha budidaya dan usaha
pengangkutan hasil budidaya.

Pencatatan dan Pendataan , : S
Data/dah laporan tentang Cara Budidaya lkar:Yang Baik (CBIB) di Unit PembUdidaya Yang ada.
di- Provinsi Kalimantan Barat agar dibuat rekaman nya setiap satu siklus guna menghasilkan
ikan yahg bermutu yang sesuai dengan SNI dan kaedah CBIB




SOP PENILAIAN/ AUDIT CBIB

1. | Membuat Surat .Pengajuan - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi 1 hani - Surat Tembusan
Permohonan sertifikasi CBIB CBIB Pengajuan
kepada ~ Dinas Perikanan - Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CBIB Sertifikasi CBIB
Kab/Kota dan. mengirimkan - Kelengkapan
tembusannya ke = Dinas & P
Kelautan dan ~ Perikanan Pengajuat}
Provinsi Sertifikasi CBIB

2, | Menerima Surat dari dari Dinas - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi 1 hari - Surat Tembusan
Kab/Kota yang mengajukan CBIB Pengajuan
permohonan  sertifikasi  CBIB, > - Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CBIB Sertifikasi CBIB
kemudian  dinaikkan  kepada - Lembar Disposisis - Kelengkapan
Kepala Dinas dilengkapi dengan Pengajuan
lembar disposisi Sertifikasi CBIB

3. Mendisposisikan surat tersebut - Disposisi Kadis 1 hari .
kepada Kabid Budidaya " - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi ggspom"[sl I?‘frzlf
= CBIB Inas atas

- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CBIB Is)engff}ll:‘af} CEIB
ertifikasi

4, Mendisposisikan surat tersebut - Disposisi Kadis 1 hari bid

| kepada Kasi Produksi dan Usaha - Disposisi kabid Disposisi Ka IS
Perikanan Budidaya < - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi Il?udlday a atas Surat
CBIB engajuan
- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CBIB Sertifikasi CBIB

5 Menerima disposisi Kabidd dan ‘ - Disposisi Kadis . .

mengarsipkannya < - Disposisi kabid Arsip Pengajuan

- Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi
CBIB
- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CBIB

Sertifikasi CBIB




Membuat Konsep Surat Perintah

6. Disposisi Kadis 1 hari Konsep SPT
Tugas Auditor untuk melakukan Disposisi Kabid Auditor CBIB
penilaian / audit lapangan CBIB ke Surat Pengantar
unit usaha pembesaran ikan terpilih
sesuai dengan ceklist Surat Tugas

Konsep SPT Auditor CBIB

7. | Menelaah dan apabila sudah benar Konsep SPT Auditor CBIB | 1 hari Konsep SPT
memberikan paraf sebagai tanda Auditor CBIB
persetujuan kemudian diteruskan
kepada sekretaris, jika belum benar
maka Kabid mengembalikan surat
kepada Kasi Sarpras Budidaya

8. | Memberikan paraf sebagai tanda Konsep SPT Auditor CBIB | 30 Menit Konsep SPT

o persetujuan = A Auditor CBIB

9 | Menandatangani Konsep Surat Konsep SPT Auditor CBIB | 1 hari Surat Perintah

Perintah Tugas tersebut Tugas Auditor
CBIB

10 | Surat Tugas yang sudah Surat Perintah Tugas 1 hari Surat Perintah
ditandatangani turun ke Kepala Auditor CBIB Tugas Auditor
Bidang kemudian turun ke Kasi CBIB

Produksi dan Usaha PB dan Tim
Pembinaan Teknis yang dibentuk
Kasi Produksi dan Usaha PB Usaha
PB




Nomor SOP 523.3 / 041 /BDY

Tanggal Pembuatan 1 Februari 2019

Tanggal Revisi 2 April 2020

Tanggal Efektif 2 April 2020 \ \

Disahkan oleh Kepala Dinas Kel anan Prov. KalBar .

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN f. HERTI HERAWATI, MNA

BIDANG PERIKANA’N BUDIDAYA Pembina Utama MUdj!x
NIP. 19580103 198503 1 042
Nama SOP SOP PENILAIAN/AUDIT CPIB
KUALIFIKAS| PELAKSANA D s
1. UURI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerin_ahan Daerah 1. Pegawal dengan jenjang pendidikan minimal D4/S.1 jurusan Perikanan dengan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1896 tentang Pangan pengalaman kerja minimal 8 tahun
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Pegawai dengan jenjang pendidikan S.1 Jurusan Perikanan Budidaya dengan pengalaman
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional kerja minimal 8 tahun
Indonesia T 3. Pegawai dengan jenjang pendidikan S.1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan dengan |

5. Permen-KP Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentana Cara Pembenthan lkan Yang Baik pengalaman kerja minimal 8 tahun

4. Pegawai dengan jenjang pendidikan 5.2 Jurusan Perencanaan Pembangunan dengan
pengalaman kerja minimal 5 tahun

5. Pegawai dengan jenjang pendidikan D.llI jurusan Perikanan Budidaya dengan pengalaman
kerja minimal 15 tahun

6. Permen KPRl nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Produksi dan Usaha Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan‘adalah sebagai berikut :
Perikanan Budidaya Se Kalbar sehingga tercipta Pembudidaya ikan yang profesional 1. DIPA dan DPA Tahun lalu dan Tahun Berjalan
di bidangnya ' 2. Daftar rencana pelaksanaan kegiatan

3. Dokumentasi Sertifikasi Cara Pembenihan lkan Yang Baik (CPIB)




Peringatan
Petugas Teknis Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya agar dapat melakukan pelayanan
teknis kepada unit pelaksana Perikanan Budidaya dan dapat mengidentifikasi kendala
dan permasalahan hasil temuan dilapangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

kegiatan pada unit pelaksana Budidaya Perikanan dalam penerbitan izin usaha budidaya
dan usaha pengangkutan hasil budidaya. '

Pencatatan dan Pendataan
Data dan laporan tentang Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) di Unit Pembudidaya yang
ada di  Provinsi Kalimantan Barat agar dibuat rekaman nya setiap satu siklus guna
menghasilkan ikan yang bermutu yang sesuai dengan SNI dan kaedah CPIB




SOP Penilaian/ Audit CPIB

Membuat . Surat Pengajuan

- Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi

Permohonan sertifikasi CPIB ( ’ CPIB 1 hari
kepada Dinas Perikanan - Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CPIB
Kab/Kota dan mengirimkan T
tembusannya ke Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi
2. | Menerima Surat  dari Dinsa - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi { hari
Kab/Kota yang mengajukan CPIB
permohonan - sertifikasi CPIB, - Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CPIB
kemudian dinaikkan kepada - Lembar Disposisis
Kepala Dinas dilengkapi dengan
lembar disposisi
3. | Mendisposisikan surat tersebut - Disposisi Kadis Lhari | Disposisi Kepal
kepada Kabid Budidaya - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi an ISposist Repala
CPIB Dinas atas Surat
- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CPIB Pengajuan
Sertifikasi CPIB
4. | Mendisposisikan surat tersebut - Disposisi Kadis B T E
kepadap Kasi Perbenihan dan - Disgosisi kabid L hari DISP_OSISI Kabid
Pakan. - Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi Budidaya atas Surat
CPIB Pengajuan
- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CPIB - Sertifikasi CPIB
5 i isposisi  Kabi - Disposisi Kadi . . .
Menerima disposisi Kabid dan . : Di:gg:isi k;i ; Lhari | Arsip Pengzjuan

mengarsipkannya

- Surat Tembusan Pengajuan Sertifikasi
CPIB.
- Kelengkapan Pengajuan Sertifikasi CPIB

Sertifikasi CPIB




11, } Bersiap berangkat ke Unit . ) .
usaha ppembesa%an ikan yang - Surat Perintah Tugas 3 hari HaS}l '
mengajukan sertifikasi dan Auditor CPIB ; Penilaian
melakukan penilaian  (audit - Form01 - Audit CPIB
lapangan) (persyaratan CPIB)

- Form 05 - Audit CPIB
(Daftar
Ketidaksesuaian)

12, | Melaporkan hasil (kesesuain — Form 06 - Audi )
ke K:)si Perbenihag dan Paka)n, g f m éudlt CPIB 1 hari laporan
dan mengkonsep surat yang (Lapqran Tindakan
ditandatangani Kepala Dinas ke Perbaikan)

Dirjen PB untuk melaporkan
hasil Auditor

13. ] Dirjen PB menerbitkan '
Sertifikat CPIB buat unit usaha Sertifikat
pembesaran ikan, ditujukan ke CPIB
Dinas Kelautan Perikanan
Provinsi

14. | Memberikan Sertifikat CPIB ke )

Sertifikat

Unit Usaha Pembesaran Ikan

1 Minggu

CPIB




6. | Membuat Kpnsep Surat Perintah T Disposisi Kadis - 1 hari Konsep SPT
Tugas Audnto.r untuk melakukan Disposisi Kabid i Auditor CPIB
penilaian/ audit lapangan CPI]E.; ke Surat Pengantar SR
unit usaha pembesaran ikan Surat T
terpilih sesuai dengan ceklist urat Tugas

~ Konsep SPT Auditor CPIB

7. | Menelaah dan apabila sudah benar Konsep SPT Auditor CPIB 1 hari Konsep SPT
memberikan paraf sebagai tanda Auditor CPIB
persetujuan kemudian diteruskan '
kepada sekretaris, jika belum benar
maka Kabid mengembalikan surat
kepada Kasi Perikanan dan Pakan.

8. | Memberikan paraf sebagai tanda Konsep SPT Auditor CPIB . Konsep SPT
. ooy Lh P

persetujuan (N | Auditor CPIB

9, - | Menandatangani Konsep Surat Konsep SPT Auditor CPIB . .
Perintah Tugas tersebut ' I hari Surat Penn.t th

, Tugas Auditor
CPIB
10. § Surat Tugas yang sudah < Surat Perintah Tugas Auditor | 1 hari

ditandatangani turun ke Kepala
Bidang kemudian turun ke Kasi = -
Perbenihan dan Pakan dan Tim
Pembinaan Teknis yang dibentuk
Kasi Perbenihan dan Pakan.

CPB -~




Nomor SOP

060/ 042 JDKP- Sekr.2

Tanggal Pembuatan

Januari 2019

Tanggal Revisi

3i Agustus 2020 \

Tanggal Efektif

31 Agustus 2020 \ \

ra

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disahkan oleh

PERIKANAN

. HERT| HERAWATI.MMA
Pembina Utama Mut,'}

NIP. 19680725 199303 2 ()02

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Nama SOP

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS SIPI ANDON ( SIPUPI )

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU RI Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. PERMEN KP Nomor : 30 MEN-KP/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap WPP -NR!

4, PERMEN KP Nomor : 71/MEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPP-NRI
5. PERMEN KP Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan lkan

6. Peraturan Gubernur Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S.1 jurusan Perikanan dengan pengalaman kerja

minimal 2 tahun

2 Memiliki Sertifikat Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan ( BREVET )
3 Dapat mengoperasikan Komputer dengan baik

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan 1. Alat Tulis Kantor
2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Ketidaksesuaian dokumen dan hasil lapangan, pemohon harus memperbaiki atau pertimbangan teknis
tidak dapat diterbitkan




. SOP PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS SIP| ANDON (SlPUPl)

PELAKSANA MUTU BAKU
: . Kepala Bidang |- - Kepala Seksi Pembuat - E .
No. Kegatan Perikanan Usaha Perikanan Vzerit;jlgaiir Pertimbangan - | - Sekretaris | Kepala Dinas E elr sya;atan/ - Wakty - Output Koterangan
- Tangkap Tangkap vert! Teknis ) ! elengkapan Ce

1 |Menerima - Surat Permohonan Perimbangan Teknis Surat Permohonan 1 jam Surat Permohonan
Perizinan Usaha - Bidang - Perikanan - Tangkap - dari Pertimbangan Teknis : Pertimbangan Teknis,
DPMPTSP dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi B ' ‘ Disposisi Kabid .
Usaha Perikanan Tangkap untuk diproses sesuai aturan .
yang berlaku ‘ -

2 - [Mendisposisikan ke petugas verifikator untuk diverifikasi Surat Permohonan - 1 Jam Surat Permohonan
kelengkapan Dokumen e Pertimbangan Teknis, : Pertimbangan Teknis,

. ) . Disposisi Kabid Disposisi Kasi

+3 " |Melakukan verifikasi . dokumen, kemudian diteruskan} - Surat Permohonan 1dam Verifikasi Dokumen
kepada petugas pembuat Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis, : beserta kelengkapannya
Disposisi Kasi :

4 |Melakukan Penginputen dan Membuat Draft Surat Verifikasi Dokumen 1 Hari Draft Pertimbangan .
Pengentar pertimbangan teknis dan Laporan Verifikasi - beserta kelengkapannya ‘ Teknis SIPI Andon
Andon serta menandatangani laporan verifikasi tersebut (SIPUPI) beserta
kemudian dinaikkan ke Kasi Usaha Perikanan Tangkap ‘ .- kelengkapannya -

5§ [Memberikan Persetujuan/paraf kemudian dinaikkan Draft Pertimbangan 1 Jam Draft Pertimbangan
kepada kepala Bidang Teknis SIPI Andon o Teknis SIPI Andon

: (SIPUPI) beserta ** {SIPUPI) beserta
“kelengkapannya kelengkapannya

6 jMenandatangani Laporan Verifikasi Andon dan Draft Pertimbangan 2 Jam  Draft Pertimbangan
Memberikan paraf pada Surat Pengantar pertimbangan Teknis SiPI Andon ) Teknis SIP! Andon
teknis kemudian dinaikkan kepada Sekretaris : (SIPUPI) beserta (SIPUPI) beserta

g L , kelengkapannya .- kelengkapannya

7 :|Memberikan Persetujuan/paraf kemudian dinaikkan Draft Perfimbangan 1 Jam Draft Pertimbangan

kepada Kepala Dinas ) Teknis SIP! Andon " Teknis SIP| Andon
‘ (S!PUPI) beserta. (SIPUPI) beserta
kelengkapannya kelengkepannya

8 |Menandatangani Surat Pengantar Pertimbangan Teknis Draft Pertimbangan : .
SIPI ANDON (SIPUPI) Teknis SIP| Andon L Perimbangan Teknis

. 1 Hari SIPI Andon (SIPUPI)
(SIPUPI) beserta :
beserta kelengkapannya
kelengkepannya

9 |Mengirim Surat Pertimbangan Teknis SIPI ANDON Pertimbangan Teknis 1 Jam Pertimbangan Teknis
(SIPUPI) kepada DPMPTSP - SIP! Andon (SIPUPI) SIPI Andon (SIPUPI)

. heserta kelengkapannya beserta kelengkapannya




Nomor SOP 060/. 043 /DKP
é’f y 2 Tanggal Pembuatan Februari 2019
‘:'%'}: Tanggal Revisi 2{  Agustus 2020 \ \
Tanggal Efektif . 3| Agustus 2020 \ \\

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disahkan oleh

KEPALA DINAS

/ Pembina Utama M.uda 6

NIP. 19680725 199303 2 0

-~ - BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Nama SOP

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PE?IZINAN USAHA
PERIKANAN SIPI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

. UU RI Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

- PERMEN KP Nomor : 30 MEN-KP/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI

. PERMEN KP Nomor : 71/MEN-KP/2016/2016 Tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat Penangkapan lkan
Di WPP-NRI

. Peraturan Gubernur Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A H W N A

)]

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S.1 jurusan Perikanan dengan pengalaman kerja

minima 2 tahun

2 - Memiliki Sertifikat Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan ( BREVET )

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan 1. Alat Tulis Kantor
2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Komputer

3. Meteran

4. Jangka Sorong

5. Kamera

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Ketidaksesuaian dokumen dan hasil lapangan, pemohon harus memperbaiki atau rekomendasi
tidak dapat diterbitkan

- Laporan Hasil Pemeriksaan / Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan




SOP PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN SIPI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT MUTU BAKU
i . Kepala Seksi . .
. Kegiatan Keterangan
No g Kepala Bidang Usaha Perikanan Pepgas Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output o
Perikanan Tangkap T Verifikator
angkap
1 {Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Surat Permohonan Pertimbangan 1 Jam Surat Permohonan
Bidang Perkanan Tangkap dari DPMPTSP dan mendisposisikan Teknis Pertimbangan Teknis,
kepada Kepala Seks! Usaha Perikanan Tangkap untuk diproses sesuai Disposisi Kabid
aturan yang berlaku
I
2 |Mendisposisikan ke petugas verifikator untuk diverifikasi kelengkapan Surat Permohonan Perfimbangan 1 Jam Surat Permohonan
Dokumen Teknis, Disposisi Kabid Pertimbangan Teknis
beserta kelengkapannya,
Disposisi Kasi
3 |Memverifikasi Permohonan Pertimbangan Teknis beserta Surat Permohonan Pertimbangan 1 Hari Hasil Verifikasi beserta
kelengkapannya dan membuat Surat Pengantar Pertimbangan Teknis _ Teknis beserta kelengkapannya, kelengkapannya Draft
SiPI Disposisi Kast Pertimbangan Teknis
4 |Mengoreksi dan memberikan paraf kemudian dinaikkan kepada kepala Hasil Verifikasi beserta 1 Jam Hasif Verifikasi beserta
Bidang - kelengkapannya dan Draft kelengkapannya dan Draft
Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis
5 |Mengoreksi dan memberikan paraf pada Surat Pengantar i Hasil Verifikasi beserta 2 Jam Hasil Verifikasi beserta
Pertimbangan Teknis kemudian dinaikkan kepada Sekretaris —-7 kelengkapannya dan Draft kelengkapannya dan Draft
) Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis
6 |Memberikan paraf kemudian dinaikkan kepada Kepala Dinas Hasil Verifikasi beserta 2 Jam Hasil Verifikasi beserta
kelengkapannya dan Draft kelengkapannya dan Draft
Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis
7 |Menandatangani Surat Pengantar Pertimbangan Teknis Hasil Verifikasi beserta 1 Hari Pertimbangan Teknis SIPI
kelengkapannya dan Draft
Pertimbangan Teknis
Mengirimkan Surat Pertimbangan teknis beserta kelengkapannya Pertimbangan Teknis SIP| 1 Jam Pertimbangan Teknis SIPI

kepada DPMPTSP




Nomor SOP 060/ 044 DKP-Sokr.2
Tanggal Pembuatan Februari 2019 ; "
Tanggal Revisi 2\ Agustus2020 | - \ \

Tanggal Efektif

: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

“|Disahkan oleh .

3] Agustus 2020 \ : : \

KEPALA DINAS K

~HERTI HERAWATL.MMA
Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 002

SEKRETARIAT

Nama SOP

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA (SIUP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Rl 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. UU Rl Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
4. PERMEN KP Nomor : 30 MEN-KP/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI
-15. PERMEN KP Nomor : 71/ MEN-KP /2016 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat Penangkap lkan di WPP - NRI
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian . Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan ’
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan m|n|ma| D3/S 1 jurusan Perikanan dengan pengalaman kerja

minimal 2 tahun

2 Mampu mengoperaswnalkan komputer dengan balk

.- {Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1. SOP Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan
. |2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Alat Tulis Kantor

*|2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Dokumen Verifikasi Kelengkapan




- SOP PENERBITAN PERTIMBANGAN'TEKNIS PERIZINAN USAHA (SIUP)

kelengkapannya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS!I KALIMANTAN BARAT MUTU BAKU
No. ‘Kegiatan - *-|Kepala Seksi yang| . - Pembuat . ‘ L Keterangan
Kepala Bidang Menangani Pertmbangan |  Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
: ' Perizinan Teknis ' : o ,

1 [Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha : Surat Permohonan Pertimbangan 1 jam- . | Surat Permohonan Pertimbangan
(SIUP) dari DPMPTSP dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi ‘Teknis beserta kelengkapannya Teknis beserta kelengkapannya,
yang  Menangani . Rekomendasi - Perizinan untuk diproses sesuai . ' Disposisi Kabid

. |aturan yang berlaku. o o ' ‘ , ‘ T

2 |Mendisposisikan ke petugas Pembuat Pertimbangan Teknis untuk Surat Permohonan Pertimbangan | * 1 Jam | Surat Permohonan Pertimbangan

diverifikasi kelengkapan Dokumen - : - Teknis beserta kelengkapannya, Teknis beserta kelengkapannya,
: Disposisi Kabid Disposisi Kasi

3 |Melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan (terpenuhiftidak), Surat Permchonan Pertimbangan 1Hari ~ | Verifikasi Dokumen dan Draft
Membuat Draft Surat Pengantar dan lampiran Pertimbangan Teknis - Teknis beserta kelengkapannya, Pertimbangan Teknis SIUP beserta
kemudian menandatangani lampiran pertimbangan teknis tersebut Disposisi Kasi kelengkapannya dan Draft
dan dinaikkan ke Kepala Seksi Pertimbangan Teknis SIUP

-4 |Memberikan Persetujuan/paraf apabila sudah benar, kemudian ' ) Verifikasi Dokumen dan Draft 1 Jam Draft Pertimbangan Teknis SIUP
-{dinaikkan kepada kepala Bidang , - - Pertimbangan Teknis SIUP .- beserta kelengkapannya
‘ ‘ ‘ beserta kelengkapannya dan Draft ,
: Pertimbangan Teknis SIUP ‘

5 [Memberikan Persetujuan/paraf pada Surat Pengantar serta i ¢ Draft Pertimbangan Teknis SIUP 2Jam | Draft Pertimbangan Teknis SIUP

. |[menandatangani Draft Lampiran Pertimbangan Teknis kemudial ‘ ‘ beserta kelengkapannya beserta kelengkapannya
dinaikkan kepada Sekretaris : - ‘

6 |Memberikan Persetujuan/paraf kemudian dinaikkan kepada Kepala Draft Pertimbangan Teknis SIUP 1 Jam Draft Pertimbangan Teknis SIUP

“|Dinas -~ : R B ‘ beserta kelengkapannya beserta kelengkapannya
7 |Menandatangani Surat Pengantar Pertimbangan Teknis. Jika ' Draft Pertimbangan Teknis SIUP 1Hari -~ {Pertimbangan Teknis SIUP beserta
dokurnen lengkap, maka SIUP berlaku efektif. Akan tetapi jika tidak : beserta kelengkapannya kelengkapannya
. |lengkap maka SIUP Tidak Efektif dan pelaku usaha wajib melakukan : ) i
pemenuhan komitmen yang disampaikan kepada DPMPTSP
maksimal selama 6 bulan : ,
8 |Menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada DPMPTSP Pertimbangan Teknis SIUP 30 Menit . |Pertimbangan Teknis SIUP beserta
, - beserta kelengkapannya




o

Nomor SOP -~ L 067/ -fol /DKP-Sekr.1

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT .

~ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Pembuatan . | S B /9-~>,Februa’n"2020 L

Tanggal Revisi T P T o :
|ranggatetekit | /2 Februarizoy -\
Disahkanoleh. . = ..o Kepala Dina ‘  Rerikanan

~Herti Herawati, MMA
~.-Pembina Utama Muda

NIP 19680725 199303 2 90

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

‘ Judul SOP

PENANGANAN PENGADUAN PESISAYANAN
REKOMENDASI TEKNI '

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksa na

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk :

2 Peraturan Gubernur Nomior 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Barat

3 Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Penkanan Prov, Kalbar Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

1+ Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perundang- Undangan di Bldang
Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik

yang ada di lingkup OPD sesuai kewenangan yang telah dltetapkan dalam Undang- R
Undang »

Menguasai Pengetahuan tentang tata kelola pemenntahan yang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan

Mampu berkoordinasi dengan pihak fain dengan efekt|f dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama dalam Tim

Mampu meagoperamkan perangkat komputer dengan baik. .

aowm{u-l.bw

Berpenampilan rapi, ‘santun dan berjiwa melayani

2 ‘Menguasai pengetahuan teknis tugas pokok dan fungsi Dinas dan unit Pelayanan Tekms :

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.80P Pemmbangan Teknls SIPl Andon (SIPUPI) :

SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Penkanan SIPI

 SOP Penerbitan Pemmbangan Teknis Perizinan Usaha Perikanan SlKPI

'SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha (SIUP) :

SOP Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan '

'SOP Persetujuan Pengadaan Kapal : e ‘ '

‘SOP Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecn (SIPPWPSK)
SOP Surat Izin Lokas& Perairan di Wllayah Pesmr dan Pulau- Pulau Kecil

0O NO AW N

- Formuhrlsmn

- Komputer

- Pesawat telepon

-~Jaringan internet

S ATK R :
- Dokumen Peraturan per Undang-Undangan

Penngatan

Pencatatan dan pendataan

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayanl dengan baik
2" Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka i lmage positif Pemermtah Daerah terhadap masyarakat menjadl negatlf SR

Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektromk




SOP PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS

ks

Mengajukan Pengaduan terkait peleyanan 1. Formulir Isian permohonan 1 Jam Pengaduan dan
Rekomendasi Teknis baik secara tertulis 2. Nama dan |dentitas pengadu Formulir
maupun tidak tertulis melalui tatap muka, 3. Kontak person Pengadu (Telepon, WA, Email) Pengaduan
telepon, Faximile, email maupun online 4. Data Pelayanan yang diadukan beserta
kepada DKP Prov Kalbar 5. Keterangan pengaduan kelengkapnnya
Menerima Pengaduan dan } Formulir Pengaduan beserta kelengkapannya 1 Jam Formulir
mendokumentasikan secara tertulis melalui ‘ ‘ Pengaduan
formulir pengaduan dan meregistrasikannya Teregistrasi
Menerima formulir pengaduan; Membahas Formulir Pengaduan Teregistrasi beserta 3 Jam s/d 14 Hari Formulir Pengaduan Ringan : 3 Jam
pengaduan serta membuat dan kelengkapannya Pengaduan yang |pengaduan Sedang : 3 Hari
menyampaikan tanggapan/jawaban dalam . teregistrasi; Pengéduan Berat : 7 Hari
bentuk tertulis kepada pemohon tanggapan/ Pengaduan Sangat Berat : 14 Hari

Jjawaban

pengaduan secara
tertulis

Menerima Tanggapan/jawaban atas Surat Tanggapan/Jawaban 1 Hari - tanggapan/

pengaduan yang disampaikan

jawaban atas -
pengaduan




Nomor SOP 503/ /o4 /DKP- Sekr.2

Tanggal Pembuatan V% -Januari 2020

Tanggal Revisi ; N \
Tanggal Efektif |4 Januari 2020 \\ \

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 06

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Nama SOP ' \z ,
CEK FISIK KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

UU Rt Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S.1 jurusan Perikanan dengan pengalaman kerja

6. SOP Perizinan pada DPMPTSP

2. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah minima 2 tahun
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik 2 Memiliki Sertifikat Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ( BREVET )
4, PERMEN KP Nomor : 30 MEN-KP/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah
telah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 / PERMEN-KP/2014 ;
5. PERMEN KP Nomor : 71/MEN-KP/2016/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan'Penempatan Alat Penangkapan tkan
Di WPP-NRI
8. Peraturan Gubernur Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan
Kapal Perikanan. . _
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Surat Keluar ‘ o 2. Komputer
3. SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha (SIUP) 3. Meteran
4. SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Perikanan SIP| 4. Jangka Sorong
5. SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Perikanan SIKPI 5. Kamera

'F-Jeringatan

Pencatatan dan pendataan

Ketidaksesuaian dokumen dan hasil tapangan, pemohon harus memperbaiki atau rekomendasi
tidak dapat diterbitkan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan / Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan




SOP CEK FISIK KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon |  Fromt Back Office Petugas Cek| Pengadministrasi ‘Ket
“Office Kasi Kabid Fisik . Persuratan Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Berkas Permohonan 5 menit Berkas diteliti Front Office
Penangkap ikan kepada Front Office n

2 |Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Berkas Permohonan 30 Menit Berkas Permohonan
pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap diserahkan kepada Kabid |

3 |Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada 1 . Berkas Permohonan 30 Menit Tanda Terima Berkas dan Disposisi
Front Office, jika lengkap menandatangani lembar tanda terima berkas untuk Kasi Usaha Perikanan
permohonan diserahkan kepada Front Office, untuk selanjutnya T Tangkap
mendisposisikan permohonan Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat
Penangkap Ikan Képada Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap untuk
di proses sesuai aturan yang berlaku Y

4 {Meneliti dan menverifikasi berkas permohonan, jika tidak setuju Berkas Permohonan 15 Menit Disposisi pembuatan Surat
dikembalikan kepada Pemohon, jika setuju Kasi menunjuk dan I Permintaan Cek Fisik Kapal
membuat Surat Permintaan cek fisik kapal perikanan kepada Petugas v Perikanan dan Alat Penangkap
Cek Fisik Kapal Perikanan Tkan

1

5 |Melaksanakan Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Disposisi pembuatan Surat 3 Hari Resume hasil cek fisik kapal
membuat dan menyampaikan laporan hasil cek fisik kapal kepada Permintaan Cek Fisik Kapal perikanan dan alat penangkap
Kepala Scksi Usaha Perikanan Tangkap, jika laporan hasil pemeriksaan Perikanan dan Alat Penangkap ikan (Tidak Disetujui/Penolakan)
tidak sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Usaha Perikanan Ikan atau (Diterima/disetujui)
Tangkap [

6 |[Memeriksa, Mengoreksi hasil laporan cek fisik kapal perikanan, jika T Resume hasil cek fisik kapal 15 Menit Resume hasil cek fisik kapal
tidak scsual dikembalikan kepada Pemohion untuk diperbaiki, jika \f perikanan dan alat penangkap perikanan dan alat penangkap
setuju memberikan paraf kemudian menyampaikan laporan hasil cek ikan (Tidak Disetujui/Penolakan) ikan (Diterima/disetujui)
fisik kapal kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap. atau (Diterima/disetujui)

27 |Menerima, mengoreksi dan menandatangani hasil resume laporan.Cek Resume hasil cek fisik kapal 15 Menit Surat Pengembalian Berkas
Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan perikanan dan alat penangkap Permohonan atau Resume Cek

ikan {Diterima/disetujui) Fisik Kapal Perikanan

8 Memberi nomor, mendokumentasikan, Surat Pengembalian Berkas Surat Pengembalian Berkas 10 menit Surat Pengembalian Berkas
Permohonan atau Izin diserahkan kepada Pemohon - Permohonan atau Resume Cek Permohonan atau Resume Cek

Fisik Kapal Perikanan Fisik Kapal Perikanan

9 |Menerima hasil resume Cek Fisik Kapal Perikanan sebagai salah satu Surat Pengembalian Berkas 5 menit Surat Pengembalian Berkas

persyaratan untuk pencrbitan perizinan ‘ Permohonan atau Resume Cek Permohonan atau Resume Cek
Fisik Kapal Perikanan Fisik Kapal Perikanan diterima

Pemohon




PEMER!NTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

v"Tangga! Efekttf

NIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN -
'fPROVINSI KAL!MANTAN BARAT

Dasar Hukum

| - ;Tahun 2004 Tentang Penkanan

“1.~Undang. —Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang. perubahan atas Undang Undang Nomor 31:' ‘

6. Peqanjnan Kerjasama (PKS) antara Pemenntah : Provmsn Kahmantan -Barat’ dengan‘ Balal,:.
Sertifikasi Elektrorilk, Badan Siber dan Sandi Nasional Nomor: 474/Dnskominf012020 dan Nomor: |
':';jPERJ 65/BSSN/BSIKH 02 01105/2020 tanggal 8 Meu 2020 tentang Pe_menfaatan-"-»‘Semﬁkat-‘ ,‘

J ;1 ’Pengguna Jasa / Costumer/Nelayan yang'memaham; ketentuan tentang pelaksanaan penerb:tan

T _' _Surat Rekomendasi‘Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk usaha Perikanan Tangkap:

2. SOP Pelayanan STBLKK. . -

‘vPeralatanIPerlengkapan

_.Daﬁar peralatan / perlengkapan yang dibutunkan adalah sebagai bertku
1.0 Komputer | Gadget/ Android -

':'"~19;"Dokumen/A(at pendukung lamnya




’ P_enngatan

X Penkanan Tangkap

Pencatatan dan Pendataan - '
Permohonan penerbatan Surat Rekomendasi Pembelian Jems Bahan Bakar Minyak Tertentu




PERMOHONAN REKOMENDAS! BBM BERSUBSIDI SECARA ONLINE




[Nomor S0P [ 066/ 12 /DKP. UPT Pelabutn Perkanen
S 18 Juni 2020

18 Juni 2020;2_,_:

" DINAS KELAUTAN DAN PER!KANAN“' '

-~ NIP. 19660725 199303 03

PR ELAYANAN PENERBITAN SURAT: REKOMhNDASI PEMBELIAN
PROV‘"S'__.KAL'”ANTAN BARAT Nama SOP BAHAN BAKAR MINYAK (BEM) TERTENTUSECARA ONLINE

”"DasarHukum R T ’vr'vauaIutasPe|aksanaan SRR : R
<14 Undang’ -undang Nomor 45 tahun 200 .Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31-',_ -3_ 1 Pegawal yang:. memahaml ketentuan tentang pelaksanaan penerbﬂan _-Surat R_ekomendasi

| Tahun 2004 Tentang Perikanan. - g
: Peraturan Menteri __Kelautan 'dan Perikanan Nomor PER 08 / MEN/2012 tentang Kepe!abuhanan" 2

""‘."""Pelabuhan Perikanan, - U Gl
Peraturan“Menteri Kelautan dan’ .Perikanan No: ,;.PER:.,13/PERMEN KP/2015 tentang ;,Petunjuk. :
,pe!aksanaan penerbltan ‘Surat Rekomendasi Pembelian Jeris Bahan Bakar Mlnya Tertentui-
. Untuk usaha Perikanan Tangkap. " o
Keputusan Gubemur Kalimantan’ Barat No 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang B
Pembentukan, Susunan Orgamsasn Tugas dan ‘FunQSI serta T ata Ker]a Umt‘Pelaksana Teknisf :
P_e!abuhan Perikanan Provlnsi Kalimantan Barat‘_. DR - i
6. - Perjanjian Ker]asama (PKS) antara - ‘Pemerintah-: Provinsi. .Kahmantan_~Barat~zdengan Balaa;ﬁ
-.Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Nasional Nomor: 474/Diskominfo/2020 dan Nomor: |
PERJ 65/BSSNIBS/KH 02. 01/05/2020 tanggal 8 Mel 2020 tentang Pemenfaatan Sertifikat |

:_Keterkaltan N TS

-1, "SOP. Pelayanan Penerbnan SPB“ ‘ P |

2 ’ : ._.Komputer/GadgetlAnd' i
: {_Pnnte g




Pencatatan‘ dan Pendataan

2 Penyumpénan Data Surat Masuk dan Keluar secara Elektronlk




ROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BEM) TERTENTU SECARA ONLIN

Nahkodal A | Kasio | Petugas | Keterangan

';?’Operasmnal o o RN e
 Pelabuhandan | gyrat dan || pengawas | - Kelengkapan'

| 3 Kasi dan Kasubbag T ata Usaha meni\‘renﬁkasa--.d'i‘}' : S R _ ]
| lembar. Surat Rekomendasi: sebelum dxtanda tangan‘, N/ B R A ) 13tahun
1 Kepala UPT Petabuhan Penkanan ‘ ' .

**Rekomendasr BBM ;
',Penandatanganan
~"secara elektronik
_',Terekan_dalar_n suste_m




' ,-Tanggal Pembuatan-'

; Tanggal Rewsn i

,-',}NIP 19680725 1993032083

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN :
g ”"-'.PROVINSI KALlMANTAN BARAT‘ '

'PELAYANAN DISTRIBUS| BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TERTENTU SECARA ONLINE DI LEMBAGA PENYALUR

o 'Dasar Hukum

T Kualitas Pelaksanaan

...~ Tahun 2004 Tentang Perikanan .

© Perikanan,

! Peraturan Menten Kelautan dan Penkanan No PER 03/MEN/2013 tentang'-Kesyahbandaran d:i-
'-,-i.:-PeIabuhanPenkanan ' R e B R D L

. SertlﬁkaSt Elektromk Badan S:ber dan Sandl Nasuonal Nomor 474/stkom|nf012020 dan Nomor :
'PERJ. 65/BSSN/BS/KH 02. 01/05/2020 tanggal 8. Mei: 2020 tentang Pemenfaatan Semf katv;

.~Undang -undang Ndmor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 1. Pegawai - yang memahamu ketentuan tentang pelaksanaan penerbitan Surat Rekomgndasi-

 Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk usaha Perikanan Tangkap secara qnll

s "?';F Peraturan Menten Kelautan dan Penkanah‘ Nomor PER 08 / MEN12012 tentang Kepelabuhanan ' 2 Memahaml ketentuan tentang Tata Naskah Dina ‘ dan ata Kearsipan secara elektron

- Elektronik pada Sistem Elektromk dl Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat
K_eterkanan !

‘Peralatan/Perlengkapan - . RN
;"Daftar peralatan 1 penengkapan yang’dlbutuhkan adalah sebagai berik
‘ G

. Dokumen/Alat pendukiing lainnya




- | Pencatatan dan Pendataan ' ;
_,j._ Jika' tcdazk dilaksanakan sesual dengan prosedur yang -beriaku, dapat menghambat pelayanan |1 Laporan Pe[aksanaan Penerbutan Surat Rekomendasl Pembehan ‘Jenis - Bahan Bakar.- Minyak
:J:penerbltan Surat_Rekomendasx Pembehan @Jems-'Bahan Bakar: Minyak Terteritu Untuk ‘usaha | - Te :

enyimpanan D' Surat Masuk da Keluar secara Elektrom




ROSEDUR PELAYANAN DISTRIBUSI BAHAN E

Mutu Baku.

UrinKegtan

Mengunggah permohonan Surat Rekomendas: Bahan

'f ‘-fdengan aphkésn Very DS 4untuk m 'engetahul keasluan
:_rekomendasl ,

'persyaratah
--Lembar. . -

r | Melakukan pengawasan penglsuan/dtstnbusi BBM




Nomor SOP 060/ /oY /DKP

Tanggal Pembuatan 3| Agustus 2020

Tanggal Revisi \

Tanggal Efektif %) Agustus 2020 \ > \

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disahkan oleh KEPALA DINAS\KELAUTAN DAMPERIKANAN -«

Ir .
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pembina Utama Muda
/jp. 19680725 199303 2 b2
BIDANG PERIKANAN TANGKAP Nama SOP. PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PlERIZINAN USAHA
' PERIKANAN SIKPI

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

a b W N

Di WPP-NRI

[

1. UU RI Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

. PERMEN KP Nomor : 30 MEN-KP/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI _
- PERMEN KP Nomor : 71/MEN-KP/2016/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan lkan

. Peraturan Gubernur Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S.1 jurusan Perikanan dengan pengalaman kefja
minima 2 tahun
2 Memiliki Sertifikat Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan ( BREVET)

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap {kan 1. Alat Tulis Kantor
2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Komputer
3. Meteran-
4. Jangka Sorong
5. Kamera

Pencatatan dan pendataan

Peringatan

tidak dapat diterbitkan

Ketidaksesuaian dokumen dan hasil lapangan, pemohon harus memperbaiki atau rekomendasi

- Laporan Hasil Pemeriksaan / Cek Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap lkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan




SOP PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN SIKPI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT MUTU BAKU
' " ' . Kepala Seksi . : :
. Kegiatan . : Ket
No g K.epala Bidang Usaha Perikanan Pe't ugas Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu - Output glarangan
Perikanan Tangkap Verifikator
, Tangkap
1. |Menerima Surat Permohonan Perimbangan Teknis Perizinan Usaha Surat Permohonan Pertimbangan 1 Jam Surat Permohonan
Bidang Perikanan Tangkap dari DPMPTSP dan mendisposisikan Teknis Perimbangan Teknis,
kepada Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap untuk diproses sesuai Disposisi Kabid
* |aturan yang berlaku . .
e 7
2 [Mendisposisikan ke petugas verifikator untuk diverifikasi kelengkapan Surat Permohonan Pertimbangan 1 Jam Surat Permohonan
Dokumen : ‘ Teknis, Disposisi Kabid Pertimbangan Teknis
beserta kelengkapannya,
) Disposisi Kasi
3 |Memverifikasi Permohonan Pertimbangan Teknis beserta - Surat Permohonan Pertimbangan 1 Hari - Hasil Verifikesi beserta
kelengkapannya dan membuat Surat Pengantar Pertimbangan Teknis Teknis beserta kelengkapannya, kelengkapannya, Draft Surat
SIKPI : : » Disposisi Kasi Pengantar Pertimbangan
4 |Mengoreksi dan memberikan paraf kemudian dinaikkan kepada kepala Hasil Verifikasi beserta 1Jam | Hasil Verifikasi beserta
Bidang - kelengkapannya, Draft Surat kelengkapannya, Draft Surat
y Pengantar Pertimbangan Teknis Pengantar Pertimbangan
‘ Teknis
5 [Mengoreksi dan memberikan paraf pada Surat Pengantar Hasil Verifikasi beserta 2 Jam Hasil Verifikasi beserta
Pertimbangan Teknis kemudian dinaikkan kepada Sekretaris — kelengkapannya, Draft Surat kelengkapannya, Draft Surat
Pengantar Pertimbangan Teknis Pengantar Pertimbangan
o 3 ) . Teknis
6 [Memberikan paraf kemudian dinaikken kepada Kepala Dinas Hasil Verifikasi beserta 2 Jam Hasil Verifikasi beserta
: kelengkapannya, Draft Surat kelengkapannya, Draft Surat|
Pengantar Pertimbangan Teknis Pengantar Pertimbangan
] Teknis
7 |Menandatangani Surat Penganter Perimbangan Teknis Hasil Verifikasi beserta 1 Hari Pertimbangan Teknis SIKPI
’ ‘ - kelengkapannya, Draft Surat .
Pengantar Pertimbangan Teknis
8 Mengirimkan Surat Pertimbangan teknis beserta kelengkapannya Pertimbangan Teknis SIKPI 1 Jam Pertimbangan Teknis SIKPI

kepada DPMPTSP




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
SEKSI KEPELABUHANAN PERIKANAN

Nomor SOP :523 / jo& /DKP-TKP
Tgl. Pembuatan : 31 Agustus 2020
Tgl. Revisi N \
Tel. Efektif 31 Agustus 2020 \\ \
Disahkan Oleh Kepala Dinas Kelautan da\\ Perikanan .
. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Mu%
NIP . 19680725 199303 2 Q03
Nama SOP

: PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PE)\IGADAAN KAPAL

PERIKANAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan
Perubahannya;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di WPP NRI sebagaimana telah diubah telah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2014:

4, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

5. Surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B14264/DJPT/P1.210.D2/1X/2019 tanggal 30 September
2019 perihal Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.

Indonesia

1. Menguasai Komputer;

2. Memahami tata cara pemeriksaan fisik kapal perikanan;

3. Memahami Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Rl Nomor 50/KEPMEN-
KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat
Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.  SOP CEK FISIK KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN
2,  SOP PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Komputer, Alat Tulis Kantor & Peraturan Perundang-undangan terkait;
2. Hasil Kajian Estimasi Potensi;
3. Hasil Verfikasi Dokumen Kelengkapan Kapal Perikanan.

Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:

Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dapat menghambat kegiatan penangkapan ikan.

1. Hasil Verifikasi Penamaan Kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoristas Pelabuhan

2. Hasil Cek Fisik Kapal Perikanan




SOP PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

Surat Permohonan Beserta
kelengkapannya

Diproses Sekretaris

Surat Permohonan Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal

Perikanan dan tembar Disposisi

Disposisi Kadis

1 [Menerima dokumen Surat permohonan Penerbitan Pertimbangan-
Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kemudian dinaikkan t—
kepada Kepala Dinas

2. |Mendisposisi Surat permohonan Penerbitan Pertimbangan Teknis -
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Kepala Dinas

3. |Menerima disposisi dan Surat permohonan Penerbitan Pertimbangan

Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Kepala Seksi
Kepelabuhan Perikanan

Surat Permohonan Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan dan Lembar Disposisi

Menerima disposisi dan Surat permohonan Penerbitan Pertimbangan
Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Tim Teknis:

Surat Permohonan Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan dan Lembar Disposisi

Menerima disposisi dan dan Memeriksa kelengkapan dokumen untuk
diterbitkan pertimbangan teknis. Bila tidak lengkap maka permohonan
ditolak dan dokumen dikembalikan kepada DPMPTSP. Bila lengkap dan
sesuai, menyampaikan laporannya kepada Kepala Seksi Kepelabuhan
dan membuat draft Surat Pertimbangan Teknis P2KP

Surat Permohonan Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan dan Lembar Disposisi

Menerima Laporan kelengkapan dan Kesesuaian dokumen kemudian
memeriksa/Mengkoreksi dan memberi persetujuan pada draft Surat
Pertimbangan Teknis P2KP kemudian dinaikkan kepada Kepala Bidang

Draft Surat Pertimbangan Teknis
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan, Surat Permohonan

Penerbitan Persetujuan Pengadaan

¥anal Perikanan

Menerima, Memeriksa/Mengkoreksi dan memberi persetujuan pada
draft Surat Pertimbangan Teknis P2KP kemudian dinaikkan kepada
Sekretaris untuk dikoreksi tata naskahnya

Draft Surat Pertimbangan Teknis
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan, Surat Permohonan

Penerbitan Persetujuan Pengadaan

72 1 Oauil

Menerima, Mengkoreksi tata naskah pada draft Surat Pertimbangan
Teknis P2KP kemudian dinaikkan kepada Kepala Dinas

Draft Surat Pertimbangan Teknis
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan, Surat Permohonan

Penerbitan Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan

Menerima, Memeriksa/Mengkoreksi dan menandatangani Surat
Pertimbangan Teknis P2KP

Draft Surat Pertimbangan Teknis
Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan, Surat Permohonan

Penerbitan Persetujuan Pengadaan
Kapa! Perikanan

10:

Memberi Penomoran Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan untuk disampaikan ke
DPMPTSP

Surat Pertimbangan:Teknis
Penerbitan Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan

11.

Mengirim Surat Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan kepada DPMPTSP

Surat Pertimbangan.Teknis
Penerbitan Persetujuan Pengadaan

Kapal Perikanan

2 Jam
1Jam - |Disposisi Kabid
1lJam - |Disposisi Kasi
1 Hari {Draft Surat Pertimbangan
Teknis Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan
2 Jam . |Draft Surat Pertimbangan
Teknis Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan
1Jam |Draft Surat Pertimbangan
Teknis Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan
20 Menits | Draft Surat Pertimbangan
Teknis Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan
3Jam _ |Surat Pertimbangan Teknis
Penerbitan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan
15 Menits |Surat Pertimbangan Teknis
Penerbitan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan
20 Menitt {Pertimbangan Teknis

Penerbitan Persetujuan

Pengadaan Kapat Perikanan




. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri PAN No.25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri PAN No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman SOP. Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 13 Tahun 2019 tentang Pengendalian Hama
Penyakit tkan

AW Na

Keterkaxtan

Wabah Penyaklt Ikan pada lingkungan perikanan budidaya.

Perlngatan
Petugas Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budldaya agar dapat melakukan
pelayanan teknis kepada unit pelaksana Perikanan Budidaya dan dapat mengidentifikasi kendala
dan permasalahan hasil temuan dilapangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada
unit pelaksana Budidaya Perikanan dalam penerbitan izin usaha budidaya dan usaha pengangkutan
has:l budidaya. : .

Jof IDKP-BDY

Nomor SOP 523 /

Tanggal SOP . y§  Februari 2020

Tanggal Revisi D ‘ \
Tanggal ' | Februari 20& \
Pengesahan ? , ‘ ‘

Disahkan oleh

Terlaksananya Pengendalian Hama Penyaklt Ikan guna mencegah masuk tersebar, dan terjadinya k

Nama SQP

S1 Perlkanan '
Dokter Hewan
S1 Biologi

D3 Perikanan

ATK

Kuesioner Pemantauan dan Pengendahan Hama Penyaklt ikan
Komputer

‘Printer :

Peta Hama Penyakit Provinsi Kalimantan Barat Tahun Sebelumnya

oL~

Pencatatan dan Pendataan
Data dan laporan tentang Pengendalian Hama Penyakit Ikan di Unit
Pembudidaya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat agar mengetahui jenis
penyakit ikan yang menyerang disuatu wilayah dikalimantan barat

1/6



Menerima Surat Permohonan dari

Kab/Kota untuk dilakukan Pemantauan
dan Pengendalian Hama Penyakit lkan
Baik dari kondisi lingkungan ‘& ikan
maupun te'rjadi kematian massal maka
Kepala Dinas memberi Arahan kepada
Kepala Bidang Perikanan Budidaya
untuk melaksanakan Pemantauan dan
Pengendalian Hama Penyakit Ikan

1. ‘Bahan dan
Data

30 Menit

Disposisi

Mempelajari dan mendisposisi kepada
Kepala Seksi Kesehatan ikan dan
Lingkungan untuk melaksanakan
Pemantauan dan Pengendalian Hama
Penyakit lkan - - '

1. Disposisi

30 Menit

Disposisi

Mempelajari dan mendisposisi kepada
Analis Kesehatan Lingkungan/
Petugas Pengambil Contoh.(PPC)
Penyakit lkan untuk menyiapkan
bahan, form, dan surat tugas untuk
segera dilakukan Pemantauan dan
Pengendalian Hama Penyakit Ikan

1 Disposisi

30 Menit

Disposisi




Membuat surat tugas serta,

menyiapkan bahan dan form

untuk melakukan Kegiatan
Pemantauan dan Pengendalian Hama
Penyakit lkan B

1.

Draft Surat
Tugas

30 Menit

Draft surat
Tugas

Menerima dan mengkoreksi surat
tugas untuk melakukan Kegiatan
Pemantauan dan Pengendalian Hama
Penyakit lkan Jika telah memenuhi
syarat memaraf dan menyampaikan
kepada kepala bidang Perikanan
Budidaya. Jika ada perubahan
dikembalikan kepada Analis
Kesehatan;lkan dan Lingkungan / PPC

1.

Draft SUr'at
Tugas

30 Menit

Draft sufa_t
Tugas

Menerima dan mengkoreksi surat
tugas. Jika;telah memenuhiisyarat
memparaf dan menyampaikan kepada
kepala Dinas Kelautan dan,Perikanan.
Jika ada perubahan dikembalikan |
kepada Kepala Seksi KeseHatan lkan
dan Lingkungan

POl P

1.

Draft Surat

30 Menit

Surat Tugas




Menerima dan menandatangani surat
tugas. Setelah ditandatangai
dikembalikan ke Bidang Perikanan
Budidaya untuk ditindaklanjuti

Surat Tugas

30 Menit!

Surat Tugas

8

Melaksanakan Kegiatan Pemantauan
dan Pengendalian Hama Penyakit
Ikan sesuai;dengan surat permohonan
dari kab/kota maupun kab/kota yang
sedang terjadi kematian massal

1.

Surat Tugas

23 hani

Surat Tugas

Mengambil:sampel ikan dan:air dari
lokasi untuk:dilakukan penguijian

1.

Surat Tug_as

1 Hari

Sampel




Laporan kégiatan Pemantauan dan
Pengendalian Hama Pe’nyakit lkan dan
rekap hasil LHU. Jika telah memenuhi -

‘syarat memaraf dan menyampaikan

kepada kepala Bidang Perikanan
Budidaya. Jika ada perubahan
dikembalikan kepada Kepala Seksi
Kesehatanilkan dan Lingkdngan

Rekap LHU

10. | Menguiji Sampel dan apabila telah 1. Sémpel 7-14 Hari Laiporan Hasil
| selesai menyampaikan Léporah Hasil | uj' (LHU)
Uji‘ képada‘iKepala Seksi Kesehatan
Ikan dan Lingkungan melalui Analis
Kesehatén'élkan dén‘LingkUngan
11. | Menerima ‘taporan Hasil Uji (LHU) dari 1. LHU 1 Hari. Draft Laporan
Laboratorium kemudian membuat . 2. Dfaﬁ Lacppran Rekap LHU
rekap hasil-dan membuat laporan
selama kegiatan Pemantauan dan
Pengendalian Hama Penyakit Ikén
12. Menerima dan mengkorekéi draft 1. Draft Laporan 30 Menit: Draft Laporan
‘ 2. Rekap LHU




13. | Menerima dan mengkoreksi draft 1. Draf Lapbraﬁ 30 Meniti ‘Lap*ovra'h B
Laporan hasil kegiatan Perantauan 2. Rekap LHU Rekap LHU
dan Pengendalian Hama Penyakit lkan
dan rekap LHU. Jika telah memenuhi

syarat memparaf dan menyampaikan

kepada kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan. Jika ada perubahan

dikembalikan kepada Kepala Seksi

Kesehatan:lkan dan Lingkungan ,
-14—|-Menerima dan mempelajaryi Laporan 1. Laporan‘ 30 Mehité Laporan hasil

Hasil ‘Kegiatan Pemantauan dan o 2. Rekap LHU ‘ gg?rigtiguan

dan

Pengendalian Hama Penyakit lkan

Pengendalian
Hama
Penyakit![kan
Rekap LHU




Nomor SOP 0607 10F _/ DKP-KP3KP

Tanggal Pembuatan 2| Aghstus 2020 ‘ ,
Tanggal Revisi \
Tanggal Efektif %y  Agustus 2020 \ \

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disahkan oleh

<AERTI HERAWATI.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 09

BIDANG KELAUTAN, PESlSIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PENGAWASAN

Nama SOF’ PENERBITAN REKOMENDASI IZIN LOKASI PE3AIRAN DI WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (SILPWP3K)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Ri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahu 2007 tentang Pengelolaan WP3K
2. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP-3K Provinsi Kalimantan Barata Tahun 2018-2038

4. PERMEN KP Nomor : 24/petMEN-KP/ 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan 1zin Pengelolaan Perairan di WP3K
5. Peraturan Gubernur Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan

Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|6. Peraturan Gubernur Nomor : 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP-3-K
. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S.1 jurusan Perikanan/teknik kelautan dengan
pengalaman kerja minima 2 tahun

2 Memiliki Ketrampilan menggunakan software GIS

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer

3.GPS

4. Kapal/Speedboat

5. Kamera

6. Drone (bila diperlukan)

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Petugas Verifikasi Lapangan Proposal Pemenuhan Komitmen izin Lokasi Perairan/Izin Pengelolaan Perairan

Harap Melaporkan Kendala yang dihadapi dilapangan

- Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Proposal Pemenuhan Komitmen ILP/IPP
perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan




SOP PENERBITAN REKOMENDAS! 1ZIN LOKASI PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (SILPWP3K)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVING! KALIMANTAN BARAT

MUTU BAKU

| Sekretaris Dinas | Kepala Dinas Ke{é:llzjﬁ’ang iKepala Seksi Staf Seksi
No: Kegiatan - DPMPTSP Kelautan Dan Kelautan Dan i Do, | Fengelolaan Pengelolaan ) - | Keterangan
Perikanan Prov: | Perikanan Prov. Pesisir Plflau Ruang Laut dan | Ruang Laut dan Kelengkapan Wakiu Output
Pulau Kecil dan . .
Kalbar Kalbar Konservasi Konservasi
Pengawasan
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12
1 |Menerima Surat Permohonan Rekemendasi Dinas Teknis, |zin Lokasi : . Surat Permohonan dan 15 Menit Diproses
Perairan dari DPMPTSP-dan Surat’ Permohonan di Proses untuk - ) kelengkapannya Sekretaris
mendapatkan Disposisi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ' o p
Provinsi Kalimantarr Barat
2. |Mendisposisi Surati Kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Pulau- Surat Permohonan dan 2 Jam - | Disposisi Kadis
Pulau Kecil dan Pengawasan untuk diproses sesuai Afuran yang - kelengkapannya, Lembar ' ‘
berlaku R ‘ Disposisi
3 |Mendisposisi Surat Kepada Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Surat Permohonan dan - 1Jam . | Disposisi Kabid
Konservasi : ‘_ kelengkapannya, Lembar : :
Disposisi
4 |Surat didisposisi selanjutnya dieruskan ke Staf untuk di‘Veriﬁkasi Surat Permohonan dan Tdam Disposisl Kasi
Kelengkapan Dokumen - kelengkapannya, Lembar
' : Disposisi
5 |Verifikasi kelengkapan Permohonan Rekomendasi Surat Permohonan dan 1 Harl Hasil Verifikasi/
! kelengkapannya, Lembar Lengkap
, ‘ —— Disposisi
6 {Menerima Laporan Hasil Verifikas! dan membuat konsep Permohonan Draft Surat Perintah Tugas 1 hari Surat Tugas
Surat Tugas ( SPT) kepada Gubernur untuk Verifikasi ke Lapangan ~ Gubernur
7 |Petugas Verifikasi (Lapangan) melaksanakan Surat Tugas Gubernur - Lembar/Checklist Verifikasi |3 hari sesuai} - BA Verifikasi
, - . Lapangan fokasi Lapangan
8 |Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan BA Verifikasi Lapangan ; 1 Hari Laporan Hasil
. e Veérifikasi
, ‘ Lapangan
9 (Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Kesesuaian/Kelayakan; ; ; Laporan Hasil Verifikasi 1 Hari BA'Rapat dan
dan Penyusunan Surat Rekomendasi TeKnis ' ; Surat
‘ ‘ S — Rekomendasi
10 |Penyampaian Surat Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP , - ‘ 20 Menit Surat
Rekomendasi




Nomor SOP 060/ /08 ! DKP- KP3KP
Tanggal Pembuatan 3\  Agustus 2020 :
Tanggal Revisi ) . \
'y
et g Tanggal Efektif 3}  Agustus 2020 \ \\

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 0&3

BIDANGIKELAUTAN, PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PENGAWASAN

Nama SOP PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGELOLTN PERAIRAN DI
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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU RINomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahu 2007 tentang Pengelolaan WP3K
2. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWR-3K Provinsi Kalimantan Barata Tahun 2018-2038
4, PERMEN KP Nomor ::24/perMEN-KP/ 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K
5. Peraturan Gubernur Nomor: 78 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Gubernur Nomor : 88 Tahun 2020:tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP-3-K
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038: .

1. Pegawai dengan jenjang pendidikan minimal D3/S 1 jurusan Perikananfteknik kelautan dengan
pengalaman kerja minimal 2 tahun

2 Menmiliki Ketrampilan menggunakan software GIS

Kéterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Petayanan Terpadu Satu Plntu

" 11. Alat Tulis Kantor

2. Komputer

3.GPS :

4, Kapal/Speedboat

5. Kamera

6. Drone (bila diperlukan)

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Petugas Verifikasi L.apangan Proposal Pemenuhan Komitmen Izin Lokas1 Perairan/lzin Pengelolaan Perairan
Harap Melaporkan Kendala yang dihadapi dilapangan

- Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Proposal Pemenuhan Komitmen ILP/IPP
perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan




SOP PENERBITAN REKOMENDAS! IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (SIPPWP3K)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT MUTU BAKU
Sekretaris Dinas | * Kepala Dinas Ke}gzllziginang Kepala Seksi Staf Seksi
No: Kegiatan DPMPTSP Kelautan Dan Kelautan Dan Pesisir Pulz;u- Pengelolaan Pengelolaan Kelenakaan Wakt Output Keterangan
Perikanan Prov. | Perikanan Prov. . Ruang Lautdan | Ruang Laut dan gkap atu utput.
Pulau Kecil dan . .
Kalbar Kalbar Konservasi Konservasi
Pengawasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Menerima Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Teknis, Izin Lokasi Surat Permohonandan| 15 Menit Diproses
Perairan dari DPMPTSP dan Surat Permchonan di Proses untuk - kelengkapannya : Sekretaris
mendapatkan Disposisi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat |
2 |Mendisposisi SuratiKepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Pulau- Surat Permohonandanf 2Jam | Disposisi Kadis
Pulau Kecil dan Pengawasan untuk diproses sesual Aturan yang - kelengkapannya,
berlaku Lembar Disposisi
3 |Mendisposisi Surat Kepada Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Surat Permohonan dan} - - 1 Jam Disposisi Kabid
Konservasi - kelengkapannya,
. Lembar Disposisi
4 |Surat didisposisi selanjulnya diteruskan ke Staf untuk di Verifikasi Surat Permohonandan| 1 Jam Disposisi Kasi
Kelengkapan Dokurnen ’- kelengkapannya,
Lembar Disposisi
5 |Verifikasi kelengkapan Permohonan Rekomendasi Surat Permohonandan| 4 Hari | Hasil Verifikasi/
: ' _ kelengkapannya, Lengkap
Lembar Disposisi
6 |Menerima Laporan Hasil Verifikasi dan membuat konsep Permohonan Draft Surat Perintah 1 hari Surat Tugas
Surat Tugas ( SPT ) kepada Gubernur untuk Verifikasi ke Lapangan - Tugas Gubernur
. .
7 |Petugas Verifikasi (Lapangan) melaksanakan Surat Tugas Gubernur Lembar/Checklist |3 hari sesuai| BA Verifikasi
— * Verifikasi Lapangan lokasi Lapangan
8 |Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan BA Verifikasi Lapangan| 1 Hari Laporan Hasil
Verifikasi
Lapangan
9 |Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis KesesuaianiKelayakan; Laporan Hasil 1 Hari BARapat dan
dan Penyusunan Surat Rekomendasi Teknis Verifikasi Surat
: _ Rekomendasi
10! |Penyampaian Surat Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP , ‘ 8 20 Menit Surat
| Rekomendasi
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